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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. LATAR BELAKANG 

Penyusunan dan penetapan RENSTRA Perangkat Daerah sebagaimana 

diatur dalam UU 25/ 2004 merupakan bagian dari proses penyusunan dan 

penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, sedangkan untuk 

sistematika penyusunan RENSTRA Perangkat Daerah mengacu pada Peraturan 

Menteri Dalam Negeri (PermendagrI) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 

Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata 

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah, pada Pasal 111 yang mencakup: 

1. Pendahuluan; 

2. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah; 

3. Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah; 

4. Tujuan dan Sasaran; 

5. Strategi dan Arah Kebijakan; 

6. Rencana program dan kegiatan serta pendanaan; 

7. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan 

8. Penutup. 

Sebagai salah satu perangkat daerah, Dinas Penanaman Modal, Koperasi 

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayawijaya berkewajiban untuk 

menyiapkan Rencana Strategis sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan 

dan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam jangka waktu lima 

tahun. Kewajiban Ini selain sebagai bentuk Implementasi untuk melaksanakan 

amanat peraturan perundangan juga didasarkan atas kebutuhan dalam rangka 

pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Jayawijaya untuk 5 (lima) tahun 

mendatang. 
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Penyusunan RENSTRA ini berpedoman pada RPJMD Kabupaten 

Jayawijaya dan dilakukan review juga terhadap RENSTRA K/L dan RENSTRA 

Provinsi Papua. Proses pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis dijelaskan 

sebagaimana gambar berikut: 

Gambar 1.1 

Kerangka Pikir Penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Satu Pintu 

Kabupaten Jayawijaya periode 2018-2023 
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1.2. LANDASAN HUKUM 

RENSTRA Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023 disusun dengan 

berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut: 
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1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi 

Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian 

Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47); 

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pemberian Otonomi Khusus 

Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 

Nomor 135 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35Tahun 2008 

Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 

Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4884); 

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 

2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4700); 

6. Peraturan Presiden Nomor 02 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 
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Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 

Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah; 

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN 

Secara keseluruhan, tujuan penyusunan RENSTRA Dinas Penanaman 

Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayawijaya 

adalah sebagai gambaran rencana pelaksanaan pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Kabupaten Jayawijaya selama 5 (lima) Tahun, sesuai 

dengan tugas pokok dan fungsinya. Sedangkan secara khusus tujuannya adalah: 

1. Mengidentifikasi (review) secara menyeluruh kondisi permasalahan 

pelayanan dan capaian kinerja pelayanan meialui pengukuran 

pelayanan/kinerja periode yang lalu; 

2. Merumuskan arah kebijakan dan strategi program pelayanan yang akan 

dilaksanakan; 

3. Merumuskan prioritas program dan kegiatan berdasarkan tugas pokok dan 

fungsi Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Kabupaten Jayawijaya selama 5 tahun; 

Sesuai dengan uraian tujuan tersebut, maka maksud dari penyusunan 

RENSTRA Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Kabupaten Jayawijaya ini adalah agar dapat: 

a. Teridentifikasinya kondisi permasalahan pelayanan dan kinerja pelayanan 

meialui pengukuran pelayanan/kinerja terkini; 

b. Tersusunnya strategi dan arah kebijakan meialui program dan kegiatan 

pelayanan yang akan dilaksanakan; 

c. Tersusunnya program prioritas dan kegiatan dalam Rencana Strategis 

(RENSTRA) Perangkat Daerah berdasarkan kerangka pendanaan indikatif. 
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1.4. SISTEMATIKA PENULISAN 

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayawijaya disusun meialui sistematika sebagai 

berikut: 

BAB I. Pendahuluan, menjelaskan tentang latar belakang, landasan hukum, 

maksud dan tujuan dan sistematika penulisan. 

BAB II. Gambaran Pelayanan Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayawijaya, menguratkan 

tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja 

pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan 

DPMKPTSP Kabupaten Jayawijaya. 

BAB III. Permasalahan dan Isu-lsu Strategis, bertujuan untuk 

mengidentifikasikan permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi 

pelayanan, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah terpilih, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah 

(RTRW) Kabupaten Jayawijaya telaahan RENSTRA K/L dan 

RENSTRA Provinsi Papua, serta penentuan isu-isu strategis 

DPMKPTSP Kabupaten Jayawijaya. 

BAB IV. Tujuan dan Sasaran, berisi tujuan dan sasaran jangka menengah 

Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadi Satu Pintu 

Kabupaten Jayawijaya. 

BABV. Strategi dan Arah Kebijakan, berisi strategi dan arah kebijakan 

Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Kabupaten Jayawijaya dalam lima tahun mendatang. 

BAB VI. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan, mengemukakan 

rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran 

dan pendanaan indikatif. 

BAB VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan, mengemukakan indikator 

kinerja penyelenggaraan bidang urusan Dinas Penanaman Modal, 
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Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayawijayab 

yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen 

untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten 

Jayawijaya. 

BABVIil. Penutup, berisi ringkasan RENSTRA serta langkah-langkah yang 

akan dilaksanakan dalam mengimplementasikan RENSTRA Dinas 

Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kabupaten Jayawijaya 
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B A B II 

G A M B A R A N UMUM P E L A Y A N A N P E R A N G K A T D A E R A H 

2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi. 

2.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi. 

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas 

Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kabupaten Jayawijaya, sehingga berdaya guna dan berhasil guna serta 

sebagai tindak lanjut Pasal 2 huruf d angka 15 dan pasal 4 Peraturan 

Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 04 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayawijaya, 

maka berdasarkan Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 57 Tahun 2016 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Koperasi Dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayawijaya telah ditetapkan 

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut: 

1. Kedudukan. 

a. Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu merupakan unsur Pelaksana urusan penanaman modal, 

koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan 

Kabupaten Jayawijaya. 

b. Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Bupati meialui Sekretaris Daerah. 

2. Tugas Pokok 

Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu mempunyai Tugas Pokok membantu Bupati Melaksanakan 

urusan penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah yang 

menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan 

kepada Kabupaten Jayawijaya. 

3. Fungsi 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut 

pada Pasal 3 Peraturan Bupati nomor 57 tahun 2016, Dinas 
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Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

mempunyai Fungsi: 

a. Perumusan kebijakan di bidang penanaman modal, koperasi, 

usaha kecil dan menengah. 

b. Pelaksanaan kebijakan dibidang penanaman modal, koperasi, 

usaha kecil dan menengah. 

0. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang penanaman modal, 

koperasi usaha kecil dan menengah. 

d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya. 

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan 

tugas dan fungsinya. 

2.1.2. Struktur Organisasi. 

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayawijaya, terdiri dari: 

1. Pimpinan : Kepala Dinas 

2. Sekretariat terdiri dari: 

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

b. Sub Bagian Keuangan dan Evaluasi 

3. Bidang Penanaman Modal, terdiri dari: 

a. Seksi Perencanaan dan Promosi Penanaman Modal 

b. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal 

c. Seksi Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal 

4. Bidang Koperasi & Usaha Mikro Kecil Menengah, terdiri dari: 

a. Seksi Pembinaan Kelembagaan Koperasi 

b. Seksi Pembinaan UMKM 

c. Seksi Pembinaan Usaha dan Simpan Pinjam 

5. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, 

terdiri dari: 

a. Seksi Perizinan Tertentu 

b. Seksi Perizinan Jasa Usaha 

c. Seksi Pengaduan dan Informasi 

6. Kelompok Jabatan Fungsional 

7. Unit Pelaksana Teknis 
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8. Tim Teknis 

S T R U K T U R O R G A N I S A S I 
Lamplran : PERATURAN BUPATI JAYAWIJAYA 

Nomor: 57 tahun 2016, Tanggal 17 November 2016 

KEPALA DiNAS 

JABATAN FUNGSIONAL 

KEPALA BIDANG 

PENANAMAN MODAL 

SEKSI 

PERENCANAAN & PROMOSI 

PENANAMAN MODAL 

SEKSI 

PENGAWASAN PENANAMAN 

MODAL 

SEKSI 

SEKRETARIS 

KASUBBAG UMUM DAN 

KEPEGAWAIAN 

I 

KEPALA BIDANG 

KOPERASI DAN UKM 

I 

SEKSI 

BIMBINGAN KELEMBAGAAN 

KOPERASI 

SEKSI 

BIMBINGAN USAHA MIKRO 

KECIL DAN MENENGAH 

SEKSI 

BIMBINGAN USAHA DAN 

SIMPAN PINJAM 

KASUBAG KEUANGAN DAN 

EVALUASI 

1 

KEPALA BIDANG 
PENYELENGGARAAN PELAYANAN 

PERIZINAN & NON PERIZINAN 

SEKSI 

PERIZINAN JASA TERTENTU 

SEKSI 

PERIZINAN JASA USAHA 

SEKSI 

PENGADUAN & INFORMASI 

UPTD 
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2.1.3. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi. 

1. Kepala Dinas 

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, 

mengkoordinasikan dan mengendalikan dinas dalam melaksanakan 

urusan pemerintahan daerah dibidang penanaman modal, koperasi dan 

UKM serta pelayanan terpadu satu pintu. 

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Dinas Penenaman 

Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

menyelenggarakan fungsi: 

1) Penetapan kebijkana, koordinasi pelaksanaan kebijakan serta 

pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang penanaman 

modal. 

2) Penetapan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan serta 

pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang koperasi 

dan usaha kecil dan menengah. 

3) Penetapan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan serta 

pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang 

penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan. 

4) Penetapan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan serta 

pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang tata usaha 

perlengkapan/asset, keuangan dan kepegawaian. 

5 ) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan 

tugas dan fungsinya. 

2. Sekretariat. 

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian 

tugas Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu dibidang administrasi umum, kepegawaian, rumah tangga, 

keuangan dan perencanaan. 

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Sekretariat 

menyelenggarakan fungsi: 
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1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan 

kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan 

dibidang administrasi umum dan kepegawaian Dinas. 

2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan 

kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan 

dibidang keuangan Dinas. 

3) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan 

kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan 

dibidang perencanaan dan evaluasi Dinas. 

4) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan 

fungsinya. 

Sekretariat membawahi: 

a. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian. 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas 

pokok membantu sebagian tugas Sekretaris dalam bidang 

pelayanan administrasi umum, kerumatanggan dan pengelolaan 

administrasi kepegawaian. 

Dalam melaksanakan tugas pokok Sub Bagian Umum dan 

Kepegawaian mempunyai uraian tugas pokok sebagai berikut: 

1) Menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang administrasi 

umum dan kepegawaian; 

2) Menyusun bahan pelaksanaan kebijakan di bidang administrasi 

umum dan kepegawaian; 

3) Menyusun bahan penyusunan norma, standar dan prosedur di 

bidang administrasi umum dan kepegawaian; 

4) Melaksanakan administrasi persuratan, kearsipan dan 

pengelolaan kepustakaan; 

5) Mengelola sarana dan prasarana perkantoran melakukan 

urusan rumah tangga, kerotokolan dan kehumasan Dinas; 

6) Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan, 

pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan, inventarisasi, 

pemusnahan dan penghapusan barang; 

7) Menyiapkan bahan dan mengelola administrasi kepegawaian 

meliputi usul kenaikan pangkat, perpindahan, pensiun, 
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penilaian pelaksanaan pekerjaan, kenaikan gaji berkala, cuti, 

ijin, masa kerja, peralihan status, dan layanan administrasi 

kepegawaian lainnya; 

8) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum 

dan Kepegawaian dan memberikan saran pertimbangan 

kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, 

melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta 

penilaian terhadap kinerja bawahan; 

9 ) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 

dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

b. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi. 

Mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas 

Sekretaris dalam bidang perencanaan, penganggaran dan 

pengelolaan urusan keuangan. 

Dalam melaksanakan tugas pokok Sub Bagian Perencanaan 

dan Keuangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 

1) Menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan, 

penganggaran dan pengelolaan keuangan; 

2) Menyusun bahan pelaksanaan kebijakan di bidang 

perencanaan, dan pengelolaan keuangan; 

3) Menyusun bahan penyusunan norma, standar dan prosedur di 

bidang penganggaran perencanaan dan pengelolaan 

keuangan; 

4) Menyusun dokumen perencanaan, meliputi Renstra, Rencana 

Kerja, RKA, RKT, pelaksanaan kegiatan dan anggaran serta 

SPM, LAKIP LPPD dan laporan lainnya; 

5) Menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi 

kegiatan organisasi, tatalaksana dan kerjasama serta bahan 

koordinasi bidang perencanaan Dinas Penanaman Modal, 

Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan instansi 

terkait baik pusat, provinsi dan kabupaten/kota dan lintas 

sektoral; 
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6) Menyiapkan bahan data dan informasi yang berhubungan 

dengan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan 

Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu; 

7) Melakukan verifikasi pertanggungjawaban keuangan, akuntansi 

dan pelaporan serta mengumpulkan bahan dan 

mengoordinasikan laporan hasil pemeriksaan pengawasan 

fungsional; 

8) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sub bagian 

perencanaan dan keuangan dan memberikan saran 

pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan 

kebijakan, melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, 

arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan; 

9) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 

dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

3. Bidang Penanaman Modal. 

Bidang Bidang Penanaman Modal, mempunyai tugas 

melaksanakan sebagian tugas Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibidang penanaman modal. 

Dalam melaksanakan tugas Bidang Penanaman Modal 

menyelenggarakan fungsi: 

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan 

kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di 

bidang perencanaan dan promosi penanaman modal; 

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan 

kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di 

bidang pengendalian dan pengawasan penanaman modal; 

c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan 

kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di 

bidang data dan sistem informasi penanaman modal; 

Dalam melaksanakan tugas Bidang Penanaman Modal secara 

administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Dinas. 
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Bidang Penanaman Modal membawahi; 

1) Seksi Perencanaan Dan Promosi Penanaman Modal. 

Mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas Kepala 

Bidang Penanaman Modal dalam menyiapkan bahan penyusunan 

kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta 

pemantauan dan evaluasi di bidang perencanaan dan promosi 

penanaman modal. 

Dalam melaksanakan tugas pokok Seksi Perencanaan Dan 

Promosi Penanaman Modal mempunyai uraian tugas sebagai 

berikut: 

a) Mengumpulkan bahan penyusunan, pedoman, petunjuk teknis 

dan kebijakan dibidang perencanaan dan promosi penanaman 

modal; 

b) Mengumpulkan, mensistemasikan dan mengolah data dalam 

bidang perencanaan dan promosi penanaman modal; 

c) Menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan bidang 

perencanaan dan promosi penanaman modal; 

d) Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan 

pengkoordinasian pelaksanaan promosi, penerangan dan 

komunikasi yang efektif bagi dunia usaha; 

e) Menyiapkan bahan perencanaan, pengkoordinasian, 

pengkajian dan penelitian potensi penanaman modal di daerah 

secara terpadu sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku; 

f) Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan 

pengkoordinasian pelaksanaan pendataan dan pendaftaran 

bagi dunia usaha dan investor; 

g) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang 

perencanaan dan promosi penanaman modal, memberikan 

saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan 

kebijakan, melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, 

arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan; 
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h) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 

dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

2) Seksi Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal 

Mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas Kepala 

Bidang Penanaman Modal dalam menyiapkan bahan penyusunan 

kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta 

pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian dan 

Pengawasan Penanaman Modal. 

Dalam melaksanakan tugas pokok Seksi Pengendalian dan 

Pengawasan Penanaman Modal mempunyai uraian tugas sebagai 

berikut: 

a) Mengumpulkan bahan penyusunan, pedoman, petunjuk teknis 

dan kebijakan dibidang pengendalian dan pengawasan 

penanaman modal; 

b) Mengumpulkan, mensistemasikan dan mengolah data dalam 

bidang pengendalian dan pengawasan penanaman modal; 

c) Menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan bidang 

pengendalian dan pengawasan penanaman modal; 

d) Menyiapkan bahan perencanaan dan pengkoordinasian 

pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pelayanan 

perijinan/rekomendasi penanaman modal sesuai lingkup 

kewenangannya dan ketentuan yang berlaku; 

e) Menyiapkan bahan perencanaan, mengkaji dan mengevaluasi 

pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan penanaman 

modal serta menetapkan langkah-langkah pengembangan lebih 

lanjut; 

f) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang 

pengendalian dan pengawasan penanaman modal, 

memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai 

bahan perumusan kebijakan, melakukan pembinaan dan 

memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja 

bawahan; 
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g) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 

dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

3) Seksi Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal 

Seksi Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal 

mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas Kepala Bidang 

Penanaman Modal dalam dalam menyiapkan bahan penyusunan 

kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta 

p e m a n t a u a n d a n e v a l u a s i di b i d a n g d a t a d a n s i s t e m i n f o rmas i 

penanaman modal. 

Dalam melaksanakan tugas pokok Seksi Data dan Sistem 

Informasi Penanaman Modal mempunyai uraian tugas sebagai 

berikut: 

a) Mengumpulkan bahan penyusunan, pedoman, petunjuk teknis 

dan kebijakan dibidang data dan sistem informasi penanaman 

modal; 

b) Mengumpulkan, mensistemasikan dan mengolah data dalam 

bidang data dan sistem informasi penanaman modal; 

c) Menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan bidang 

data dan sistem informasi penanaman modal; 

d) Menyiapkan bahan perencanaan dan pengkoordinasian 

kegiatan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi 

dengan sistem penanaman modal pemerintah dan pemerintah 

provinsi; 

e) Menyiapkan bahan perencanaan dan pengkoodinasian 

mengumpul dan mengolah data kegiatan usaha penanaman 

modal dan realisasi proyek penanaman modal skala 

kabupaten; 

f) Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan 

pengkoordinasian sosialisasi atas kebijakan sistem informasi 

penanaman modal skala kabupaten kepada aparatur 

pemerintah dan dunia usaha; 

g) Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan, 

pengkoordinasian mengkaji dan mengevaluasi pelaksanaan 
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program dan kegiatan pengelolaan data dan sistem informasi 

penanaman modal serta menetapkan langkah-langkah 

pengembangan lebih lanjut; 

h) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang data dan 

sistem informasi penanaman modal, memberikan saran 

pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan 

kebijakan, melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, 

arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan; 

i) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 

dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

4. Bidang Koperasi Dan UKM. 

Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai 

tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Penanaman Modal, 

Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang koperasi dan 

usaha mikro kecil dan menengah. 

Dalam melaksanakan tugas dimaksud Bidang Koperasi dan 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah fungsi; 

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan 

kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di 

bidang pembinaan kelembagaan koperasi. 

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan 

kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di 

bidang pembinaan dan pengembangan tenaga perpustakaan. 

c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan 

kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di 

bidang pengembangan pembudayaan kegemaran membaca. 

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Koperasi dan Usaha Mikro 

Kecil dan Menengah secara administratif dikoordinasikan oleh 

Sekretaris Dinas. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, 

membawahi: 

1) Seksi Pembinaan Kelembagaan Koperasi 
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Mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas Kepala 

Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam 

dalam menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan 

pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di 

bidang pembinaan kelembagaan koperasi. 

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, Seksi 

Pembinaan Kelembagaan Koperasi mempunyai uraian tugas 

sebagai berikut; 

a) M e n g u m p u l k a n b a h a n p e n y u s u n a n , p e d o m a n , pe tun juk t e k n i s 

dan kebijakan dibidang pembinaan kelembagaan koperasi; 

b) Mengumpulkan, mensistemasikan dan mengolah data dalam 

bidang pembinaan kelembagaan koperasi; 

c) Menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan bidang 

pembinaan kelembagaan koperasi; 

d) Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan 

pengkoordinasian pemberian bimbingan teknis kelembagaan 

koperasi;; 

e) Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan 

pengkoordinasian pelayanan pembentukan dan pengesahan 

koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi dan 

pembubaran koperasi; 

f) Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan 

pengkoordinasian pelaksanaan bimbingan, pengawasan dan 

audit koperasi; 

g) Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan 

pengkoordinasian bimbingan pengembangan kegiatan koperasi 

dan tatalaksana koperasi; 

h) Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan 

pengkoordinasian kegiatan klasifikasi dan pemeringkatan 

koperasi; 

0 Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan 

pengkoordinasian bimbingan pelaksanaan RAT; 

j) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang pembinaan 

kelembagaan koperasi, memberikan saran pertimbangan 
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kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, 

melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta 

penilaian terhadap kinerja bawahan; 

k) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 

dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

2) Seksi Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

Mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas Kepala 

B i d a n g K o p e r a s i d a n U s a h a Mikro K e c i l d a n M e n e n g a h d a l a m 

dalam menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan 

pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di 

bidang usaha mikro kecil dan menengah. 

Dalam melaksanakan tugas pokok Seksi Usaha Mikro Kecil 

dan Menengah mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 

a) Mengumpulkan bahan penyusunan, pedoman, petunjuk teknis 

dan kebijakan dibidang usaha mikro kecil dan menengah; 

b) Mengumpulkan, mensistemasikan dan mengolah data dalam 

bidang usaha mikro kecil dan menengah; 

c) Menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan bidang 

usaha mikro kecil dan menengah; 

d) Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan 

pengkoordinasian pembinaan, bimbingan dan pendataan bagi 

usaha mikro kecil d a n m e n e n g a h ; 

e) Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan 

pengkoordinasian peningkatan ketrampilan dan kemampuan 

usaha mikro kecil dan menengah; 

f) Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan 

pengkoordinasian pendistribusian informasi bisnis dan 

pemasaran usaha mikro kecil dan menengah; 

g) Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan 

pengkoordinasian promosi bagi produk-produk usaha mikro 

kecil dan menengah kepada pihak lain; 

h) Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan 

pengkoordinasian bimbingan dan fasilitasi kerjasama antara 
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usaha mikro kecil dan menengah, koperasi, Badan Usaha Milik 

Swasta, Badan Usaha Milik Nasional maupun daerah; 

i) Menyiapkan bahan perencanaan dan pengkoordinasian 

bimbingan, fasilitasi dan sosialisasi penerbitan dan pemberian 

izin usaha mikro kecil dan menengah 

j) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang usaha mikro 

kecil dan menengah, memberikan saran pertimbangan kepada 

atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, melakukan 

pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta penilaian 

terhadap kinerja bawahan; 

k) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 

dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

3) Seksi Pembinaan Usaha dan Simpan Pinjam 

Mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas Kepala 

B i d a n g K o p e r a s i d a n U s a h a Mik ro K e c i l d a n M e n e n g a h d a l a m ha l 

menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan 

pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di 

bidang pembinaan usaha dan simpan pinjam. 

Dalam melaksanakan tugas pokok Seksi Pembinaan Usaha 

dan Simpan Pinjam mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 

a) Mengumpulkan bahan penyusunan, pedoman dan petunjuk 

t e k n i s d ib idang p e m b i n a a n u s a h a d a n s i m p a n p i n j a m ; 

b) Mengumpulkan, mensistemasikan dan mengolah data dalam 

bidang pembinaan usaha dan simpan pinjam; 

0 ) Menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan bidang 

pembinaan usaha dan simpan pinjam; 

d) Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan 

pengkoordinasian bimbingan teknis manajemen, peningkatan 

ketrampilan dan kemampuan usaha koperasi dan simpan 

pinjam; 

e) Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan 

pengkoordinasian pelaksanaan perkuatan permodalan dan 

simpan pinjam; 
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f) Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan 

pengkoordinasian pembinaan dan bimbngan usaha koperasi 

yang bergerak dibidang distribusi; 

g) Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan 

pengkoordinasian penilaian kesehatan usaha simpan pinjam; 

h) Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan, 

pengkoordinasian, pemantauan dan evaluasi pemberian kredit 

dan dana bergulir ke KSP/USP serta pembinaan dan 

bimbingan administrasi usaha KSP/USP koperasi; 

i) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang pembinaan 

usaha dan simpan pinjam, memberikan saran pertimbangan 

kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, 

melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta 

penilaian terhadap kinerja bawahan; 

j) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 

dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

5. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan. 

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non 

Perizinan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas 

Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di 

bidang Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan. 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), Bidang Pengendalian Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan 

Non Perizinan menyelenggarakan fungsi: 

a, Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan 

kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di 

bidang perizinan jasa tertentu; 

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan 

kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di 

bidang perizinan jasa usaha; 
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c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan 

kebijakan. serta pemantauan, analisis, evaluasi. dan pelaporan di 

bidang pengaduan dan informasi. 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat 

(1), Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 

secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Dinas. 

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 

membawahi; 

1) Seksi Perizinan Jasa Tertentu 

Seksi Perizinan Jasa Tertentu, mempunyai tugas pokok 

membantu sebagian tugas Kepala Bidang Penyelenggaraan 

Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dalam menyiapkan bahan 

penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan 

teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang perizinan jasa 

tertentu 

Dalam melaksanakan tugas pokok Seksi Perizinan Jasa 

Tertentu mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 

a) Mengumpulkan bahan penyusunan, pedoman dan petunjuk 

teknis dibidang perizinan jasa tertentu; 

b) Mengumpulkan, mensistemasikan dan mengolah data dalam 

bidang perizinan jasa tertentu; 

c) Menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan bidang 

perizinan jasa tertentu; 

d) Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan 

pengkoordinasian kegiatan pelayanan perizinan jasa tertentu; 

e) Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan 

pengkoordinasian pengelolaan pelayanan perizinan tertentu 

yang meliputi petugas, penataan sarana dan prasarana loket 

pelayanan; 

f) Menyiapkan bahan perencanaan dan pengkoordinasian 

penyusunan standar operasional prosedur dan 

penyederhanaan pelayanan perizinan dalam mekanisme 

penyelenggaraannya; 
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g) Menerima dan meneliti kelengkapan berkas permohonan izin 

serta koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penelitian 

lapangan; 

h) Melaksanakan pemrosesan perizinan sesuai kewenangannya, 

menetapkan biaya sesuai yang diatur dalam peraturan, 

menerbitkan dan menyerahkan izin yang sudah ditandatangani 

oleh pejabat yang berwenangan; 

i) Mengkaji, mengendalikan, mengawasi dan evaluasi terhadap 

pelayanan perizinan jasa tertentu; 

j) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang perizinan 

jasa tertentu, memberikan saran pertimbangan kepada atasan 

sebagai bahan perumusan kebijakan, melakukan pembinaan 

dan memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap 

kinerja bawahan; 

k) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 

dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

2) Seksi Perizinan Jasa Usaha 

Seksi Perizinan Jasa Usaha mempunyai tugas pokok 

membantu sebagian tugas Kepala Bidang Pengendalian 

Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dalam 

menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan 

pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di 

bidang perizinan jasa usaha. 

Dalam melaksanakan tugas pokok, Seksi Perizinan Jasa 

Usaha mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 

a) Mengumpulkan bahan penyusunan, pedoman dan petunjuk 

teknis dibidang perizinan jasa tertentu; 

b) Mengumpulkan, mensistemasikan dan mengolah data dalam 

bidang perizinan jasa tertentu; 

c) Menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan bidang 

perizinan jasa tertentu; 

d) Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan 

pengkoordinasian kegiatan pelayanan perizinan jasa tertentu; 
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e) Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan 

pengkoordinasian pengelolaan pelayanan perizinan tertentu 

yang meliputi petugas, penataan sarana dan prasarana loket 

pelayanan; 

f) Menyiapkan bahan perencanaan dan pengkoordinasian 

penyusunan standar operasional prosedur dan 

penyederhanaan pelayanan perizinan dalam mekanisme 

penyelenggaraannya; 

g) M e n e r i m a d a n menel i t i k e l e n g k a p a n b e r k a s p e r m o h o n a n iz in 

serta koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penelitian 

lapangan; 

h) Melaksanakan pemrosesan perizinan sesuai kewenangannya, 

menetapkan biaya sesuai yang diatur dalam peraturan, 

menerbitkan dan menyerahkan izin yang sudah ditandatangani 

oleh pejabat yang berwenangan; 

i) Mengkaji, mengendalikan, mengawasi dan evaluasi terhadap 

pelayanan perizinan jasa tertentu; 

j) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang perizinan 

jasa tertentu, memberikan saran pertimbangan kepada atasan 

sebagai bahan perumusan kebijakan, melakukan pembinaan 

dan memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap 

kinerja bawahan; 

k) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 

dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

3) Seksi Pengaduan dan Informasi. 

Seksi Pengaduan Dan Informasi mempunyai tugas pokok 

membantu sebagian tugas Kepala Bidang Pengendalian 

Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dalam 

menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan 

pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di 

bidang pengaduan dan informasi. 

Dalam melaksanakan tugas pokok, Seksi Pengaduan Dan 

Informasi mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
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a) Mengumpulkan bahan penyusunan, pedoman dan petunjuk 

teknis dibidang pengaduan dan informasi: 

b) Mengumpulkan, mensistemasikan dan mengolah data dalam 

bidang pengaduan dan informasi; 

c) Menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan bidang 

pengaduan dan informasi; 

d) Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan 

pengkoordinasian pembinaaan, fasilitasi dan sosialisasi dalam 

penyenggaraan pelayanan pengaduan, informasi dan advokasi; 

e) Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan 

pengkoordinasian penerimaan dan pengumpulan pengaduan 

masyarakat terhadap pelaksanaan pelayanan perizinan; 

f) Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan 

pengkoordinasian penyelesaian pengaduan dengan instnasi 

terkait; 

g) Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan 

pengkoordinasian pemberian layanan informasi prosedur 

perizinan; 

h) Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan 

pengkoordinasian kegiatan dokumentasi dan memberikan 

informasi tentang rencana dan pengembangan perizinan; 

I) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang pengaduan 

dan informasi, memberikan saran pertimbangan kepada atasan 

sebagai bahan perumusan kebijakan, melakukan pembinaan 

dan memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap 

kinerja bawahan; 

j) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 

dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

6. Unit Pelaksana Teknis. 

a. Berdasarkan paragraf 6 Pasal 22 Peraturan Bupati Kabupaten 

Jayawijaya Nomor 57 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu 
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Satu Pintu Kabupaten Jayawijaya, maka untuk mendukung 

kelancaran pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau 

kegiatan teknis penunjang di lapangan, maka di lingkungan Dinas 

Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis sesuai kebutuhan dan beban 

kerja atas usul Kepala Dinas; 

b. Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas Penanaman Modal, 

Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas 

melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai lingkup tugasnya 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

c. Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas Penanaman Modal, 

Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai uraian 

tugas yang akan diatur kemudian, bersamaan dengan 

pembentukan organisasinya. 

7. Kelompok Jabatan Fungsional. 

a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan 

sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan; 

b. Kelompok Jabatan Fungsional, dipimpin oleh seorang tenaga 

fungsional senior yang ditunjuk yang berada dibawah dan 

bertangggung jawab kepada Kepala Dinas; 

0. Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan 

beban kerja; 

d. Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional, diatur berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

e. Uraian tugas kelompok jabatan fungsional adalah sebagai berikut; 

1) Menjabarkan program kerja yang diberikan oleh Kepala Dinas 

Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu 

2) Melaksanakan tugas dan pekerjaan sesuai dengan 

jabatan/bidang tugas dan keahlian yang dimlllkl. 

3) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala dinas 

baik diminta ataupun tidak diminta sesuai lingkup tugas dan 

keahliannya. 
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4) Mengadakan koordinasi dan sinkronisasi dengan unit kerja 

lainnya di lingkungan Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam rangka mendukung 

kelancaran pelaksanaan tugas. 

5) Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang 

berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyusun saran 

tindak lanjut. 

6) Membuat laporan balk lisan maupun tertulis kepada Kepala 

Dinas sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan 

tugasnya. 

7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 

sesuai ketentuan yang berlaku. 

8. Tim Teknis. 

a. Pada Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non 

Perizinan dibentuk Tim Teknis untuk membantu proses penerbitan 

perizinan dan non perizinan; 

b. Tim Teknis dimaksud terdiri dari pejabat Satuan Kerja Perangkat 

Kerja terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai 

dengan bidangnya. 

0. Tim Teknis dimaksud memiliki kewenangan untuk memberikan 

saran pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi 

mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan 

kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang secara teknis terkait 

dengan unit pelayanan perijinan terpadu dan kepada kepala kantor 

yang bersangkutan. 

d. Tim Teknis dimaksud bertanggung jawab kepada kepala kantor 

meialui kepala seksi yang bersesuaian. 

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah Dan Perlengkapan. 

2.2.1. Sumber Daya Manusia (SDM) Pegawai dan Tenaga Kontrak. 

1. Kondisi Sumber Daya Pegawai berdasarkan Golongan 

Potensi Pegawai Dinas penanaman Modal, Koperasi dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayawijaya berjumlah 21 

orang ASN yang terdiri dari laki-laki berjumlah 12 orang dan 
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perempuan 9 orang dan Tenaga Kontrak 4 orang yang terdiri dari laki-

laki 2 orang dan perempuan 2 orang. 

TABEL 2.1 
JUMLAH ASN DPMKPTSP KAB. JAYAWIJAYA 

BERDASARKAN GOLONGAN DAN JENIS KELAMIN 

No Golongan 
Jenis Kelamin 

Jumlah No Golongan 
Laki-Laki Perempuan 

Jumlah 

1 IV 2 2 
2 111 8 8 16 
3 II 2 1 3 
4 1 

J u m l a h 12 9 21 

2. Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan 

Jika dilihat dari tingkat pendidikan, maka Pegawai Dinas Penanaman 

Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 

Jayawijaya rata-rata tertinggi berpendidikan strata-1 disamping 

pegawai dengan pendidikan strata-2 dan SLTA. Dengan kondisi ini 

menjadi salah satu factor pendorong dalam rangka penciptaan 

profesionalisme berencana pada dinas ini. Kondisi tersebut dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

TABEL 2.2 
JUMLAH PNS/ASN DPMKPTSP 
BERDASARKAN PENDIDIKAN 

No Tingkat Pendidikan 
Jenis Kelamin 

Jumlah No Tingkat Pendidikan 
Laki-Laki Perempuan 

Jumlah 

1 SD 

2 S L I P 

3 SMA/Sederajat 4 1 5 

4 D3 

5 S I 5 8 13 

6 82 2 1 3 
7 S 3 

J u m l a h 11 10 21 

3. Jumlah pegawai berstatus Honorer berdasarkan tingkat pendidikan 

Selain ASN yang ada, Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayawijaya juga memiliki 

tenaga kontrak (honorer) sebanyak 5 orang dengan tingkat pendidikan 

dan Jenis Kelamin sebagai berikut: 
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TABEL 2.3 
JUMLAH TENAGA KONTRAK 
BERDASARKAN PENDIDIKAN 

No Tingkat Pendidikan 
Jenis Kelamin 

Jumlah No Tingkat Pendidikan 
Laki-Laki Perempuan 

Jumlah 

1 S D 

2 S L T P 

3 SMA 2 2 

4 D3 

5 S i 3 3 

6 S2 
7 S3 

J u m l a h 5 

4. Jumlah Pegawai yang mengikuti penjenjangan dan Kursus 

TABEL 2.4 
JUMLAH DIKLAT PENJENJANGAN DAN KURSUS 

No 

Jumlah ASN 

Jumiah 

Jenis Diklat 

Penjenjangan dan 

Kursus 

No 
Laki-Laki Perempuan 

Jumiah 

Jenis Diklat 

Penjenjangan dan 

Kursus 

1 1 Orang 1 Orang DIKLAT PIM Ii 

2 3 Orang 2 Orang 5 Orang DIKLAT PIM ill 

3 7 Orang 4 Orang 11 Orang DIKLAT PIM IV 

4 Orang Orang Orang DIKLAT FUNGSIONAL 

5 Orang Orang Orang DIKLAT T E K N I S 

Berdasarkan data dari beberapa tampilan tabel di atas, diketahui 

bahwa Dinas Penanaman modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Kabupaten Jayawijaya memiliki jumlah pegawai yang 

terbatas, dengan berbagai disiplin ilmu. Untuk meningkatkan kualitas 

dan kompetensi pegawai yang berhubungan dengan tugas pokok dan 

fungsi Dinas, perlu dilakukan Pelatihan dan Pengembangan 

Kemampuannya yang berkaitan langsung dengan Tugas Pokoknya, 

selain itu jumlah pegawai juga harus bertambah. 

2.2.2. Sarana dan Prasarana Perkantoran 

Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Kabupaten Jayawijaya memiliki dukungan sarana dan prasarana 

perkantoran, meliputi : 
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TABEL 2.5 
PRASARANA DAN SARANA PENDUKUNG 

NO. ICKIIO OAC3AKIA O DDAOADAKIA 
JENIb bARANA St PF<AbARANA 

11 Ift AI A LJ 
JUMLAH 

O ATI 1 A Kl 
bATUAN 

IXCTCD A M/-I A Kl 
K c T c r l A N i j A N 4 

1 Kendaraan Roda Dua 2 Unit Baik 

2 Komputer po 21 Unit baik 

3 Laptop A 

4 
unit baik 

A 
H r n n i e r 1 7 

1 / 
unit DaiK 

o Dauera i u r o o 1 Init 
unii 

DaiK 

b Mesin roto copy 4 
1 

1 Inif 
unit 

baiK 
-7 

I Meja Diro Q 
o 

Duan baiK 

Q 
o 

Kursi Kerja OQ 
oo 

D I i.ala 
buan 

baiK 

y Kursi bora o 
o 

Cot 
bet 

DraiL-
baiK i n 

1 u 
DanyKU rvuany i unyyu A 

H DUoii 
1 1 Lemari Arsip 7 D I lola 

Duan 
DaiK 

1 Init 
Ul III 

�ai ls 

13 Mikrotik Unit Baik 

14 Server P C Unit Baik 

15 Rak Server Buah Baik 

16 Wireless Mikrotik Unit Baik 

17 Swich Poe Unit Baik 

18 U T P Amp Unit Baik 

19 R J 4 5 Unit Baik 

20 Swich DLINK Unit Baik 

21 Peralatan dapur Set Baik 

22 WIFI Aplikasi Keuda Unit Baik 

Secara keseluruhan, jumlah parasaran dan sarana belum memadai 

untuk melaksanakan seluruh tugas pokok dan fungsi sebagai Dinas yang 

jenis pelayanannya bersentuhan langsung dengan publik, seperti belum 

adanya sarana kendaraan roda empat sebagai penunjang operasional 

turun lapangan, dan operasional kantor lainnya. Demikian juga dengan 

p r a s a r a n a p e n u n j a n g sepe r t i r u a n g a n g e d u n g kan to r y a n g semp i t , 

mengakibatkan seluruh lorong penghubung ruangan masih dimanfaatkan 

sebagai gudang dan tempat kerja ASN, hal ini mengakibatkan ruang gerak 

baik tenaga layanan maupun pelanggan layanan sangat terbatas. 

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu. 

Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayawijaya sesuai dengan Tugas Pokok dan 

Fungsi adalah membantu Kepala Daerah Khususnya dalam pelaksanaan 
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pembangunan/pelayanan Penanaman Modal, pelayanan Koperasi dan Pelayanan 

Perizinan Terpadu Satu Pintu. 

1. Kinerja Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan. 

Dasar Hukum Penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan non perizinan 

pada Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kabupaten Jayawijaya, berdasar Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor : 07 

Tahun 2017 Tanggal 09 Februari 2017, terdapat 5 (lima) jenis kategori utama 

pelayanan perizinan, dengan masing-masing sub kategori, sehingga jumlah 

keseluruhan perizinan yang sudah dillmpahkan kepada DPMKPTSP sebanyak 

60 jenis pelayanan perizinan. Sedang untuk pelayan non perizinan, terdapat 2 

(dua) jenis pelayanan non perizinan. 

Kinerja pelayanan perizinan dan non perizinan dapat terlihat sebagai 

berikut: 

Tabel 2.6 
Jenis Dan Jumlah Perizinan & Non Perizinan Yang Telah Dillmpahkan 

TAHUN 2017 TAHUN 2018 

Jumlah 

Izin 

Baru 

Jumlah 

Izin 

Perpanja 

ngan 

Total 

Izin 
Jumlah 

Izin 

Baru 

Jumiah 

Izin 

Perpanja 

ngan 

Total Izin 

1 2 3 4 6 

1 Izin Mendirikan Bangunan (1MB) 74 141 

2 Surat Izin Usaha Perdagangan (S lUP) 395 275 670 

3 Sural Izin Tempat Usaha (SITU) 133 560 693 254 857 1.111 

4 Izin Usaha Industri (lUI) 1 1 4 4 

5 Tanda Oaftar Industri (TOl) 1 1 1 1 

6 Izin Usaha Hotel 1 3 4 6 6 

7 Izin Usaha Restoran 1 1 2 2 

8 Izin Usaha Rumah Makan 3 10 13 4 14 18 

9 Izin Usaha Travel 1 1 2 1 2 3 

10 
Usaha J a s a dan Sarana Sarana Toko 

Souvenir 
1 1 1 1 

11 Izin Usaha J a s a Konstruksi ( lUJK) 63 72 135 

12 Tanda Daflar Perusahaan (TOP) 263 182 445 346 305 651 

13 Tanda Daftar Gudang (TDG) 2 2 4 

14 
Izin Pengambilan Air Permukaan dan 

Air Bawah Tanah 
4 4 4 4 

15 Surat Izin Apotik (SIA) 9 1 10 

16 Surat Izin Praktek (S IP) - Medis 36 6 42 

17 Surat Izin Praktek Apoteker (SIP-A) 19 19 

18 Surat Izin Kerja Perawat (S IK -P) 39 4 43 

19 Surat Izin Kerja Bidan (S IK-B) 28 28 

20 Surat Izin Kerja Perawat Gigi ( S I K - P G ) 1 1 
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21 5%iirat l7irk l^Aria TAnana Kafamna'^ian 3 
W 

3 
w 

22 Surat Izin ODerasional Klinik tSIOKt 
_____ 

�) 2 

23 Surat Izin Toko Obat fSITOt 
^ ^ U l G I L I f c l l 1 1 L ^ ( \ V / L h / L / C I L \ ~ " ' '"^/ 

�) 1 

24 f^iirat t aik H\/nipnp f^pnita^i P - IRT 3 
vj 

3 

25 5^iirpt 1 aik H\/nipnp f^anitPQt RniTiph 45 4 

26 Surat 1 aik Hvnipnp Sanita^i . la^a Rnna 3 3 

07 d ir*of 1 oIL U - l v m i A n A Ci^nitoc! lnWtie4r>i 
o u f d L i _ c i i f L r n y u i e i i t s o d i i H d a i iiiuu^iri 

1 A 
\ 

28 
£.tS 

Surat t aik H\/nipnp Sanita^ i Dpnnt o 9 

29 Surat Izin Keria Radioarafer fSIK-R') 1 1 

30 Izin Menara Telekomunikasi 7 

31 Izin Trayek 817 

32 Izin Angkutan Umum 720 

33 Kartu Pengawasan 818 

2. Kinerja Pelayanan Koperasi dan UKM. 

Kinerja penyelenggaraan pelayanan Koperasi dan Usaha Kecil 

menengah Kabupaten Jayawijaya, berdasarkan data, terdapat .... badan 

usaha yang bergerak dibidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di 

Kabupaten Jayawijaya sampai dengan akhir Triwulan III tahun 2018, sebagai 

berikut: 

Tabel 2.7 
Jumlah dan Jenis Pelayanan Koperasi dan UKM 

No. JENIS USAHA 
Tahun 

No. JENIS USAHA 
2017 2018 Jumlah 

1 Koperasi 57 57 57 

2 Usaha Menengah 12 12 12 

3 Usaha Kecil 136 191 191 

4 Perusahaan Besar 1 9 10 

5 Perusahaan Kecil/Kios 8 48 56 

Gambaran pencapaian kinerja pelayanan Dinas PMKPTSP Kabupaten 

Jayawijaya dan anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan dapat terlihat pada 

tabel berikut: 
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Tabel 2.8 

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kabupaten Jayawijaya 

No 
Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi 

Perangkat Daerah 

Target 

NSPK 

Target 

IKK 
Indikator 

lainnya 

Target Renstra Perangkat Daerah 

Tahun ke-n 
Realisasi Capaian Tahun ke-n Rasio Capaian pada Tahun ke-n 

No 
Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi 

Perangkat Daerah 

Target 

NSPK 

Target 

IKK 
Indikator 

lainnya 
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 

1 4 5 6 7 S 9 10 11 12 13 14 15 16 17 IB 19 20 

1 Persentase Koperasi Aktif 27,63 3S,0 1,26 

I Persentase Usaha Mikro dan Kecil 31,77 38,43 1,20 

3 Menlngkatnva/Menurunnya realisasi PMDIM 
35,84 37.92 1,06 

4 Menlngkatnya transparansi dan akunatabilitas 

dalam penyelenggaraan pemerintahan 

lingkup DPMKPTSP 
21,48 5,52 0,26 

Tabel 2.9 

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kabupaten Jayawijaya 

No U r a i a n 
Anggaran Pada Tahun ke-n Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-n 

Rasio Antara Realisasi dan Anggaran 

Tahun ke-n 

Rata-rata Pertumbuhan 

No U r a i a n 

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 Anggaran Realisasi 

1 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 I S 19 20 

1 Persentase Koperasi Aktif 100 100 1 

2 Persentase Usaha Mikro dan Kecil 100 100 1 

3 Menlngkatnya/Menurunnya realisasi PMDN 
100 100 1 

4 Menlngkatnya transparansi dan akunatabilitas 

dalam penyelenggaraan pemerintahan 

lingkup DPMKPTSP 

100 100 1 
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2.4. Tantangan dan Peiuang Pengembangan Pelayanan. 

Dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 57 tahun 

2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Koperasi 

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayawijaya sebagai tindak lanjut 

Pasal 2 huruf d angka 15 dan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya 

Nomor 04 Tahun 2016, sehingga Perbup tersebut di atas menjadi landasan 

berpijak organisasi DPMKPTSP dalam menjalankan Tugas Pokok dan 

Fungsinya sebagai salah satu Dinas baru yang dulunya adalah berstatus 

Kantor PTSP. 

Dengan adanya perubahan nomenklatur menjadi Dinas, yang diharapkan 

akan lebih optimal didalam tugas-tugas pelayanan terpadu satu pintu terhadap 

pelaksanaan pelayanan. Hal ini justru akan menjadi tantangan tersendiri untuk 

lebih giat bekerja keras dan berkomitment terhadap tupoksi Dinas. Tantangan 

lain yaitu kesiapan terhadap pasar bebas, Percepatan Pemberian Izin-lzin dan 

Non Izin dan kesiapan dalam menerima Pelimpahan Kewenangan Perizinan 

dan Non Perizinan yang menjadikan Dinas Ini menjadi Dinas Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa yang menjadi tantangan pelayanan 

bagi DPMKPTSP adalah : 

1. Optimalisasi pelayanan terpadu 

2. Kesiapan menghadapi pasar bebas 

3. Penyederhanaan pengurusan dan percepatan pelayanan pemberian izin 

dan non izin 

Sedangkan peluang-peluang dalam pengembangan pelayanan Dinas 

Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, adalah : 

1. Luas wilayah Kabupaten Jayawijaya (6.585 KM2) dengan jumlah penduduk 

232.929 jiwa (Data tahun 2015) memiliki potensi yang besar pada sektor 

primer (Tanaman Pangan dan Perkebunan, Peternakan, Kehutanan, 

Perikanan, Pertambangan), yang bisa dikembangkan dan dijadikan 

komodity unggulan daerah dengan mengundang para menanam modal di 

daerah ini maupun dari luar untuk melirik peluang usaha skala 

industri/skala besar, yang berujung kepada izin berusaha dan kehadiran 

usaha kecil dan menengah, bahkan melibatkan usaha-usaha mikro yang 

sudah ada di daerah. 
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2. Izin-izin berusaha sektor sekunder (Industri Makanan, Industri Kayu, 

Percetakan). 

3. izin-izin berusaha sektor tersier (listrik, air, kontruksi, perdagangan, 

reparasi, hotel dan restoran, transportasi, gudang dan komunikasi, 

perumahan, kawasan industri & perkantoran, pariwisata, dan jasa lainnya) 

yang tersebar pada 40 Distrik, sangat strategis untuk dikembangkan dan 

ditawarkan kepada investor sehingga diharapkan peningkatan minat 

investor terutama terhadap hasil kajian potensi unggulan di Kabupaten 

Jayawijaya. 

4. Usaha-usaha strategis lewat promosi dalam rangka menarik minat investor 

untuk berinvestasi dan menanamkan modalnya di Kabupaten Jayawijaya, 

antara lain: 

- Melaksanakan Promosi peluang investasi potensi unggulan kabupaten 

di dalam dan Luar Negeri 

- Optimalisasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang cepat, mudah, 

murah, transparan dan pastl. 

- Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal dengan 

instansi pemerintah dan dunia usaha 

- Penyelenggaraan pameran-pameran investasi diluar provinsi Papua 

- Diklat dan pengembangan UKM Asli Papua dengan memfasilitasi 

pengusaha Asli Papua dalam berivestasi 

- Peningkatan jaringan kerjasama usaha koperasi, baik antar koperasi 

maupun a n t a r a koperasi d e n g a n i n v e s t o r s w a s t a . 
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BAB III 

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS 

DPMKPTSP 

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN 

FUNGSI PERANGKAT DAERAH. 

Berdasarkan Perpres Rl Nomor 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka Bupati Jayawijaya telah menetapkan 

Perbup Jayawijaya Nomor 57 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

kabupaten Jayawijaya dengan pendeiegasian kewenangan Bupati kepada 

penyelenggara PTSP sebanyak 62 (enam puluh dua) jenis Pelayanan perizinan 

dan non perizinan. Peraturan Bupati tersebut merupakan dasar hukum 

pelaksanaan urusan Penanaman Modal, Koperasi dan PTSP, serta menjadi 

landasan daiam menentukan Isu Strategi yang sesuai dengan Tugas dan Fungsi 

Dinas PMKPTSP. 

Sejalan dengan peraturan perundangan yang telah ditetapkan tidak 

teriepas dari keterkaitan dalam pelaksanaanya terhadap peraturan perundangan 

yang lebih tinggi pada urusan Penanaman Modal, Koperasi dan PTSP antara 

lain : 

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. 

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, 

khususnya terkait dengan Standar Pelayanan Minimal Penanaman Modal 

yang ditetapkan dalam perka PKPM Rl No. 14 Tahun 2014, yang meliputi : 

1) Kebijakan Penanaman Modal, 2). Kerjasama Penanaman Modal, 3). 

Promosi Penanaman Modal, 4). Pelayanan Penanaman Modal, 5). 

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, 6). Pengelolaan Data dan 

Informasi Penanaman Modal, 7). Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan 

Penanaman Modal. 

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, jo 

Pergub Provinsi Papua Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan 

Pelayanan perizinan dan Non Perizinan secara elektronik, yang bertujuan 

agar 1). Penyelenggaraan dan mekanisme pelayanan perizinan dan non 
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perizinan dapat terselenggara dengan memanfaatkan teknologi informasi, 2). 

Agar penyelenggaraan pelayanan senantiasa berpedoman pada SOP yang 

telah ditetapkan, 3). SOP dimaksud point 2) agar ditetapkan oleh Kepala 

Dinas, 4). Penyelenggaran pelayanan berbasis elektronik agar dilaksanakan 

secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan pendukung teknologi 

berupa: (a). SDM, (b). Jaringan/lnfrastruktur jaringan, (c). Aplikasi, dan (c). 

Perangkat keras pendukung, 5). Mekanisme Pelayanan secara Elektronik, 

(Pengajuan pemohon secara elektronik, pemrosesan permohonan secara 

elektronik, penandatanganan secara elektronik). 

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Penanaman 

Modal, Koperasi dan Pelayan Terpadu Satu Pintu dapat terlihat pada Tabel 3.1 

berikut: 

Tabel 3.1 

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS 

PENANAMAN MODAL, KOPERASI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

KABUPATEN JAYAWIJAYA 

No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah 
1 2 3 4 

1 Rendahnya pendapatan 
masyarakat dan tingginya 
disparitas pendapatan 

Rendahnya pertumbuhan koperasi 
aktif 

1. Rendahnya kualitas SDM 
pengelola koperasi 

2. Rendahnya akses permodalan 
3. Rendahnya akses pemasaran 

dan Jaringan usaha 
4. Rendahnya persentase 

koperasi aktif 
5. Rendahnya sarana dan 

prasarana koperasi 
6. Rendahnya minat masyarakat 

dalam berkoperasi 
7. Terbatasnya akses ekonomi 

kecil dan menengah 

1 Rendahnya pendapatan 
masyarakat dan tingginya 
disparitas pendapatan 

Rendahnya peningkatan omset 
UMKM 

1. Rendahnya kualitas SDM 
pengelola koperasi 

2. Rendahnya akses permodalan 
3. Rendahnya akses pemasaran 

dan Jaringan usaha 
4. Rendahnya persentase 

koperasi aktif 
5. Rendahnya sarana dan 

prasarana koperasi 
6. Rendahnya minat masyarakat 

dalam berkoperasi 
7. Terbatasnya akses ekonomi 

kecil dan menengah 

2 Rendahnya penanaman 
modal 

Rendahnya realisasi penanaman 
modal daerah 

1. Rendahnya peluang investasi 
2. Kurangnya promosi potensi 

penanaman modal daerah 
3. Lemahnya Database Potensi 

Investasi 

4. Belum adanya kebijakan 
inovasi dalam peningkatan 
investasi pada sektor unggulan 

3 Transparansi dan 
akuntabilitas dalam 
penyelenggaraan 
pemerintahan yang 
sesuai dengan prinsip-
prinsip governance yang 
masih rendah 

Rendahnya transparansi dan 
akuntabiltas dalam penyelenggaraan 
pemerintahan lingkup DPMKPTSP 

Rendahnya nilai SAKIP 
DPMKPTSP 
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3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepaia Daerah dan Wakii Kepaia Daerah 

Terpilih. 

Menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Visi adalah Rumusan Umum 

mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode Perencanaan 

Pembangunan Daerah. Artinya bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

Terpilih meialui Perangkat Daerah perlu membuat Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Daerah, yang tentunya terdiri atas RPJPD, RPJMD dan RKPD. 

Sejalan dengan itu, maka Dokumen Perencanaan ini adalah merupakan 

f o k u s p o n j a b a r a n dar i V i s i , Mis i d a n P r o g r a m K e p a l a D a e r a h d a n W a k i l K e p a l a 

Daerah Terpilih yang memuat Tujuan, Sasaran-Sasaran dan Strategi serta 

Kebijakan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah, yang selanjutnya 

menjadi program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai 

dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 tahun yang 

disusun dengan berpedoman kepada RPJPD dan RPJMD. 

Adapun VISI Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah : 

"TERWUJUDNYA MASYARAKAT JAYAWIJAYA 

YANG SEJAHTERA, MANDIRI SECARA EKONOMI, 

BERKUALITAS DAN BERBUDAYA" 

Yang dijabarkan kedalam Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yaitu : 

1. Meningkatkan Tata Keiolah Pemerintahan Yang Baik; 

2. Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas SDM; 

3. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Sesuai Potensi Unggulan Lokai 

dan Pengembangan Wilayah Berbasis Kuitural secara Berkelanjutan; 

4. Meningkatkan Kondisi Masyarakat yang Harmonis, Damai dan Utuh dengan 

Memperhatikan Hak-hak Dasar Orang Asli Papua (GAP) 

5. Meningkatkan Infrastruktur Dasar untuk Mendorong Sektor Jasa dan 

Pariwisata yang Berkelanjutan. 

Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kabupaten Jayawijaya dalam melaksanakan Visi dan Misi Kabupaten Jayawijaya 

tahun 2018-2023 secara spesifik berkontrlbusi untuk memenuhi bagian dari Misi 

ke 3 yang telah ditetapkan yang berkaitan langsung dengan Tugas Pokok dan 

Fungsinya yaitu: 
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"Meningkatkan Perekonomian Masyarakat 1|| 

Sesuai Potensi Unggulan Lokal dan Pengembangan Wilayah Berbasis 

Kuitural Secara Berkelanjutan" 

Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Penanaman 

Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayawijaya 

Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepaia 

Daerah dapat terlihat pada Tabel berikut: 

Tabel 3.2 

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayawijaya Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala 

Visi : 'Terwujudnya Masyarakat Jayawijaya Yang Sejahtera Mandiri Secara Ekonomi, Berkualitas dan Berbudaya" 

No 

Misi dan 
Krogram i\LJn 

dan WKDH 
terpilih 

r'ermasaianan reiayanan 
Perangkat Daerah 

Faktor 

No 

Misi dan 
Krogram i\LJn 

dan WKDH 
terpilih 

r'ermasaianan reiayanan 
Perangkat Daerah Penghambat Pendorong 

1 2 3 4 5 
1 MIsI 3: 

Meningkatkan 
Perekonomian 
Masyarakat 
sesuai Potensi 
Unggulan Lokal 
dan 
Pengembangan 
Wilayah Berbasis 
Kuitural secara 
Berkelanjutan 

1. Masih rendahnya kualitas 
koperasi 

Belum optimalnya pendapatan 
masyarakat peserta koperasi 

Belum optlmalnya pembinaan 
dan pengawasan kopersi 

1 MIsI 3: 
Meningkatkan 
Perekonomian 
Masyarakat 
sesuai Potensi 
Unggulan Lokal 
dan 
Pengembangan 
Wilayah Berbasis 
Kuitural secara 
Berkelanjutan 

2. Belum Optlmalnya Pelayanan 
Koperasi dan UMKM 

Dukungan dari pengelola koperasi 
masih terbatas 

Lemahnya pemahaman 
pengelolaan koperasi yang 
balk 

1 MIsI 3: 
Meningkatkan 
Perekonomian 
Masyarakat 
sesuai Potensi 
Unggulan Lokal 
dan 
Pengembangan 
Wilayah Berbasis 
Kuitural secara 
Berkelanjutan 

3. Masih rendahnya tingkat 
penambahan wirausaha baru 
Asli Papua 

Laju peningkatan jumlah wirausaha 
baru Asli papua masih rendah 

Belum optlmalnya Penyuluhan 
tentang berwirausaha bagi 
calon wirausaha baru asli 
Papua 

1 MIsI 3: 
Meningkatkan 
Perekonomian 
Masyarakat 
sesuai Potensi 
Unggulan Lokal 
dan 
Pengembangan 
Wilayah Berbasis 
Kuitural secara 
Berkelanjutan 

4. Masih rendahnya Promosi 
dan Kerjasama Investas 

Masih terbatasnya sarana dan 
prasaran pendukung promosi investasi 

Sadar akan keterbatasan 
sarana dan prasarana 

1 MIsI 3: 
Meningkatkan 
Perekonomian 
Masyarakat 
sesuai Potensi 
Unggulan Lokal 
dan 
Pengembangan 
Wilayah Berbasis 
Kuitural secara 
Berkelanjutan 

5. Belum adanya regulasi terkait 
dengan promosi penanaman 
modal di daerah 

Belum optlmalnya sinkronisasi 
kegiatan penanaman modal antara 
pusat dan daerah 

Belum tersedianya rencana 
rinci tata ruang dan peraturan 
zonasinya 

1 MIsI 3: 
Meningkatkan 
Perekonomian 
Masyarakat 
sesuai Potensi 
Unggulan Lokal 
dan 
Pengembangan 
Wilayah Berbasis 
Kuitural secara 
Berkelanjutan 

6. Rendahnya data potensi 
unggulan daerah 

Belum tersedianya Data yang Akurat 
dan Teruji tentang Potensi Unggulan 
Daerah yang dapat dipromosikan 

Belum tersedianya rencana 
rinci tata ruang dan peraturan 
zonasinya 

1 MIsI 3: 
Meningkatkan 
Perekonomian 
Masyarakat 
sesuai Potensi 
Unggulan Lokal 
dan 
Pengembangan 
Wilayah Berbasis 
Kuitural secara 
Berkelanjutan 

7. Minimnya Penyelenggaraan 
Pameran Investasi 

Kurangnya informasi tentang potensi 
unggulan daerah 

Belum teridentifikasinya 
potensi unggulan daerah bagi 
para Investor 

1 MIsI 3: 
Meningkatkan 
Perekonomian 
Masyarakat 
sesuai Potensi 
Unggulan Lokal 
dan 
Pengembangan 
Wilayah Berbasis 
Kuitural secara 
Berkelanjutan 

8, Stigma "kurang aman dan 
kurang ramah" yang selama 
ini berkembang menyebabkan 
investor menjadi sangat 
rendah 

Belum adanya regulasi terkait dengan 
promosi penanaman modal di daerah. 

Belum tersedianya jaminan 
kenyamanan berinvestor. 

1 MIsI 3: 
Meningkatkan 
Perekonomian 
Masyarakat 
sesuai Potensi 
Unggulan Lokal 
dan 
Pengembangan 
Wilayah Berbasis 
Kuitural secara 
Berkelanjutan 

9. Pelayanan Perizinan belum 
optimal 

Kesadaran masyarakat untuk 
mengurus perizinan bangunan masih 
rendah 

Masih lemahnya penegakan 
hukum dan penertlban 
bangunan yang belum/tidak 
memiliki izin 

1 MIsI 3: 
Meningkatkan 
Perekonomian 
Masyarakat 
sesuai Potensi 
Unggulan Lokal 
dan 
Pengembangan 
Wilayah Berbasis 
Kuitural secara 
Berkelanjutan 

10. Belum optlmalnya 
penyederhanaan eietam dan 
prosedur pelayanan perizinan 

Belum optimalnya pelayanan perizinan 
yang cepat, mudah, murah tranaparan 
dan pastl 

Terbatasnya saspras 
pendukung pelayanan 
perizinan dan non perizinan 

Renstra DPMKPTSP Kabupaten Jayawijaya 2018-2023 39 



3.3. Telaahan Rencana K/L dan Renstra Provinsi. 

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia sebagai 

Badan yang memiliki keterkaitan kerja dengan Dinas Penanaman Modal, 

Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayawijayadi tingkat 

nasional, dalam Renstra BKPM tahun 2015-2019 telah menetapkan visinya 

yaitu: 

"Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, mandiri dan Berkepribadian 

Berlandaskan Gotong Royong." Untuk mewujudkan visi tersebut, akan 

ditempuh meialui 3 Misi yaitu : 

1. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan 

sejahtera 

2. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing 

3. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan 

berbasiskan kepentingan nasional. 

Pada Tingkat Provinsi, Gubernur Papua meialui Pergub papua Nomor 14 

Tahun 2017 tentang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan 

secata eketronik, yang memiliki keterkaitan dengan Dinas Penanaman Modal, 

Koperasi dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Jayawijaya, dalam Pergub tersebut 

menjelaskan bahwa pelaksanaan perizinan dan non perizinan akan dilaksanakan 

secara elektronik, mekanisme pelayanan (pengajuan, pemrosesan dan 

penandatanganan) dilakukan secara elektronik, pemanfaatan teknologi secara 

bertahap akan dilakukan secara terintegrasi meialui sistem elektronik PPO. 

Tabel 3.3 

Kesesuaian Telaahan K/L dan Perangkat Daerah Provinsi dengan Indikasi Program Dinas 
Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayawijaya 

Berdasarkan Sasaran BKPM Republik Indonesia beserta Faktor Penghambat dan Pendorong 

No 
Sasaran Jangka Menengah 

Renstra KL 

Indikasi Program Perangkat 
Daerah Kabupaten 

Jayawijaya 

Sebagai Faktor 
No 

Sasaran Jangka Menengah 
Renstra KL 

Indikasi Program Perangkat 
Daerah Kabupaten 

Jayawijaya Penghambat Pendorong 

1 2 3 4 . ... 

1 

2 

3 

Menlngkatnya reaHsasi 
penanaman modal nasional yang 
beroriantasi pada kegiatan 
pembinaan pengawasan, dan 
pemantauan penanaman modal 

Menlngkatnya minat penanaman 
modal meialui efektlvitas kegiatan 
promosi yang tepat sasaran 

Menlngkatnya kualitas pelayanan 
dl bidang penanaman modal, 

- Program peningkatan 
Iklim Investasi dan 
realisasi Investasi 

- Program peningkatan 
promosi dan kerjasama 
Investasi 

- Keterbatasan sarana dan 
prasarana 

- Belum adanya regulasi 
yang berkaitan dengan 
penanaman modal 
daerah. 

- Belum optimalnya 
sinkronisasi kegiatan 
penanaman modal antara 
pusat dan daerah 

- Terbatasnya saspras 

-Tingginya Investasi dl 
Kab.Jayawljaya dari 
tahun ke tahun 

-Perkembangan Tl 
-Adanya kerjasama 
koordinasi dan pola 
kemltraan dengan 
stakeholder 

-Adanya program 
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menlngkatnya kualitas Ikllm 
penanaman modal. 
Pengembangan potensi daerah 
dan pemberdayaan usaha 
nasional 

Merungkatnya kualitas 
perencanaan penanaman modal 
yang terintegrasi dan 
terkoordlnasi balk lintas sektor 
maupun lintas daerah 

Menlngkatnya kerjasama dl 
bidang penanaman modal 

Menlngkatnya dukungan 
manajemen dan pelaksanaan 
tugas teknis lainnya 

Terbatasnya SOM dan 
Anggaran 
Belum optlmalnya 
penyebarluasan informasi 

peningkatan pelayanan 
public 

-Tersedianya media 
Komunikasi dan informasi 

-Lingkungan yang 
kondusif 

-Etos kerja ASN 
DPMKPTSP 

-Pelayanan perizinan dan 
non perizinan terpadu 
yang tinggi 

Secara garis besar, permasalahan Pelayanan Dinas Penanaman Modal, 

Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayawijaya berdasarkan 

Sasaran Renstra Badan Kerjasama Dan Penanaman Modal Provinsi Papua 

beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya 

disajikan dalam tabel berikut: 

l a b e l 3.4 

Permasalahan Pelayanan Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu Kabupaten Jayawijaya Berdasarkan Sasaran BKPM Provinsi Papua beserta Faktor 

Penghambal dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya 

No 
Sasaran Jangka Menengah 

Renstra SKPD Provinsi 

Permasalahan Pelayanan 
SKPD Kabupaten 

Jayawijaya 

Sebagai Faktor 
No 

Sasaran Jangka Menengah 
Renstra SKPD Provinsi 

Permasalahan Pelayanan 
SKPD Kabupaten 

Jayawijaya Penghambat Pendorong 

1 2 3 4 5 
1 Menlngkatnya nllal penanaman Belum optlmalnya regulasi Belum adanya regulasi -Tingginya Investasi dl 

modal dl Papua balk PMA penanaman modal yang berkaitan dengan Kab.Jayawljaya dari 
maupun PMDN penanaman modal tahun ke tahun 

daerah 
2 Terwujudnya kesepakatan KopetensI dan jumlah Belum optlmalnya -Perkembangan Tl 

kerjasama balk kerjasama dalam sumberdaya manusia sinkronisasi kegiatan 
negeri, maupun kerjasama luar belum sesuai dengan antara pusat dan daerah -Adanya kerjasama 
negeri kebutuhan koordinasi dan pola negeri 

Terbatasnya Saspras kemltraan dengan 

3 Mewujudkan anjungan Keterbatasan sarana dan stakeholder 
Papua/Papua Barat dl TMII prasarana Terbatasnya SDM dan 
Jakarta sebagai show windows Anggaran -Adanya program 
budaya Papua peningkatan pelayanan 

Belum optlmalnya public 
penyebarluasan Informasi 

-Tersedianya media 
komunikasi dan 
informasi 

- Lingkungan yang 
kondusif 

-Etos kerja ASN 
DPMKPTSP 
Pelayanan perizinan 

dan non perizinan 
terpadu yang tinggi 
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3.4. Telaahan RTRW dan KLHS RPJMD 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jayawijaya sudah ditetapkan dan 

sudah dapat dijadikan pedoman dalam penataan ruang dan pengembangan 

wilayah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor .... 

tahun ... Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jayawijaya Tahun 

2018-2023. Penelaahan terhadap Rencana tata Ruang Wilayah ini difokuskan 

pada penetapan rencana dalam struktur ruang wilayah yang meliputi 

pengembangan sistem pusat kegiatan dan pengembangan sistem jaringan 

prasarana serta rencana pola ruang wilayah meliputi kawasan lindung dan 

kawasan budidaya. 

Kajian Lingkup Hidup Strategis diperlukan sebagai sebuah Instrument/tools 

dalam rangka self assessment untuk melihat sejauh mana Kebijakan, Rencana 

dan/atau Program (KRP) yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah 

daerah telah mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan 

Kajian Lingkungan Hidup Strategis ini pula diharapkan KRP yang dihasilkan dan 

ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih baik. Kajian 

Lingkungan Hidup Strategis dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: 

1. Pengkajian pengaruh Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap 

kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah. 

2. Perumusan alternatif penyempurnaan Kebijakan, Rencana, dan/atau 

Program; dan 

3. Rekomendasi perbaikan untuk pengambilan Kebijakan, Rencana, dan/atau 

Program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan. 

Tabel 3.5 

Kesesuaian Telaahan RTRW Kabupaten Jayawijaya dengan Indikasi Program Dinas 
Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayawijaya 

No Kebijakan RTRW indikasi Program Permasalahan Pelayanan 
Fakt 

Penghambat 

or 

Pendorong 

1 2 3 4 5 

Meningkatkan 
Perekonomian 
Masyarakat sesuai 
Potensi Unggulan 
Lokai dan 
Pengembangan 
Wilayah Berbasis 
Kuitural secara 
Berkelanjutan 

1. Pengembangan 
Penanaman 
Modal dan 
investasi 

Kurangnya sarana 
pendukung 

Kurangnya data 
dan Informasi 
unggulan Investasi 

Ketersediaan 
potensi unggulan 
iokai/daerah 

Meningkatkan 
Perekonomian 
Masyarakat sesuai 
Potensi Unggulan 
Lokai dan 
Pengembangan 
Wilayah Berbasis 
Kuitural secara 
Berkelanjutan 

2. Pengembangan 
Koperasi dan 
UKM 

Kurangnya informasi 
perkoperasian dan UKM 

Rendahnya 
dukungan dari 
pihak pengelola 
dan masyarakat 

Tersedianya 
peiuang 
pembukaan unit 
koperasi baru di 
40 Distrik 
Tingginya laju 
perekonomian di 
Jayawijaya 

Meningkatkan 
Perekonomian 
Masyarakat sesuai 
Potensi Unggulan 
Lokai dan 
Pengembangan 
Wilayah Berbasis 
Kuitural secara 
Berkelanjutan 

3, Optimalisasi 
Pelayanan 
Perizinan dan 

Fasilitas pendukung yang 
belum belum memadai 

Rendahnya 
kesadaran 
masyarakat 

Tersedianya 
peiuang 
pembukaan unit 
koperasi baru di 
40 Distrik 
Tingginya laju 
perekonomian di 
Jayawijaya 
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Non Perizinan mengurus 

je r iz inan 

3.5. Penentuan isu-lsu Strategis 

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau 

dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah. Hal ini penting 

dikarenakan dampaknya yang signifikan dan bersifat penting, mendasar, 

mendesak, berjangka panjang, dan menentukan penyelenggaraan pemerintahan 

kedepannya. 

Untuk merumuskan isu strategis yang dapat diangkat dalam dokumen 

Renstra, selain analisa SWOT dan analisa yang lainnya, juga dikenal satu istiiah 

anaiisa yaitu pembobotan. Dalam hal ini, Dinas Penanaman Modal, Koperasi 

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayawijaya menggunakan 

metode USG (Urgency, Seriousness, and Growth). Berbagai 

permasalahan/isu tersebut dibobot dengan waktu yang tersedia serta seberapa 

mendesak (urgency) isu tersebut harus diselesaikan dikaitkan dengan waktu 

yang tersedia serta seberapa keras tekanan waktu untuk menyelesaikan isu 

tersebut, seberapa serius (seriousness) akibat akibat yang ditimbulkan jika isu 

tersebut tidak segera ditangani dan seberapa besar dan bersifat membahayakan 

bagi banyak pihak jika tidak segera ditangani. 

Berdasarkan pembahasan identifikasi permasalahan dan telaahan dari 

beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis yang ada pada 

Dinas Penanamana Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kabupaten Jayawijaya dapat terlihat pada tabel berikut: 

Tabe l 3.6 

Isu-lsu Strategis Dan Hasil Penentuan Isu Strategis Pelayanan Dinas Penanaman Modal, 
Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayawijaya 

No 
Permasalahan Pelayanan 

S K P D 

Nilai Skala Bobot (1-5) 

Total Skor No 
Permasalahan Pelayanan 

S K P D Urgency 

(U) 

Seriousness 

(S) 

Growth 

(G) 

Total Skor 

1 2 3 4 5 6 
1 Masih rendahnya kualitas 

koperasi 

5 5 4 14 

2 Belum Optimalnya 

Pelayanan Koperasi dan 

UMKM 

5 5 4 14 

3 Masih rendahnya tingkat 

penambahan wirausaha 

baru Asli Papua 

5 4 5 14 

4 Masih rendahnya Promosi 

dan Kerjasama Investasi 

4 5 5 14 

5 Belum adanya regulasi 

terkait dengan promosi 

5 4 5 14 
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penanaman modal di 

daerah 

6 Rendahnya data potensi 

unggulan daerah 

4 4 5 13 

7 Minimnya Penyelenggaraan 

Pameran Investasi 

4 4 5 13 

8 Stigma "kurang aman dan 

kurang ramah" yang selama 

ini berkembang 

menyebabkan investor 

menjadi sangat rendah 

4 4 4 12 

9 Pelayanan Perizinan belum 

optimal 

5 5 4 14 

10 Belum optimalnya 

penyederhanaan sistem dan 

prosedur pelayanan 

perizinan 

5 4 5 14 

Hasil pembobotan menunjukkan bahwa terdapat 1 (satu) permasalahan yang 

memiliki jumlah bobot tertinggi dengan nilai 14 point, yaitu permasalahan nomor 

1, 2, 3, 4, 5, 9 dan 10 dengan bobot angka bervarisi. Bila dianalisa lebih jauh, 

maka ke-7 permasalahan di atas, dapat dijadikan satu bahasa yang lebih 

sederhana dan diangkat menjadi isu strategis yaitu "Belum Optimalnya 

Pelayanan Perkoperasian dan UMKM, Penanaman Modal, dan Pelayanan 

Perizinan dan Non Perizinan, akibat kurangnya Sarana dan Prasarana 

Penunjang Pelayanan". 

Selanjutnya terdapat 2 (dua) permasalahan dengan bobot 13 yaitu 

permasalahan 6 dan 7. Dan permasalahan ini dapat disimpulkan menjadi isu 

strategis yaitu : "Rendahnya Investor bagi Potensi Unggulan Daerah, akibat 

minimnya penyelenggaraan pameran investasi". 

Yang terakhir terdapat 1 (satu) permasalahan yang memiliki point 12, yaitu 

permasalahan 8. Dari permasalahan ini dapat disimpulkan dengan kalimat 

sederhana yaitu : " Stigma "kurang aman dan kurang ramah" yang selama 

ini berkembang menyebabkan investor menjadi sangat rendah" 

Apabila diurutkan, maka dapat disimpulkan bahwa isu strategis Renstra 

Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kabupaten Jayawijaya periode 2018-2023 adalah : 

1. "Belum Optimalnya Pelayanan Perkoperasian dan UMKM, Penanaman 

Modal, dan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, akibat kurangnya 

Sarana dan Prasarana Penunjang Pelayanan". 
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2. "Rendahnya Investor bagi Potensi Unggulan Daerah, akibat minimnya 

penyelenggaraan pameran investasi". 

3. "Stigma "kurang aman dan kurang ramah" yang selama ini 

berkembang menyebabkan investor menjadi sangat rendah" 

Dapat ditarik kesimpulan bahwa point pertama yang mewakili permasalahan 1, 2, 

3, 4, 5, 9 dan 10, dapat dikategorikan sebagai permasalahan USG (Urgency, 

Seriousness, and Growth) yang dapat menjadi isu-isu strategis Dinas 

Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 

Jayawijaya dalam tahun rencana renstra, yaitu Belum optimalnya pelayanan 

perkoperasian dan UMKM, penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non 

perizinan, akibat kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan". 
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BAB IV 

TUJUAN DAN SASARAN 

4.1. Tujuan Jangka Menengah DPMKPTSP 

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi terpilih serta faktor-

faktor penentu keberhasilan yang akan dicapai dalam jangka waktu 3-5 tahun 

dan bersifat idealistik, mengandung nilai keluhuran dan keinginan yang kuat 

untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik serta menjadi arah 

perjalanan Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Kabupaten Jayawijaya berdasarkan kriteria yang mudah dipahami. 

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi 

sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin 

dicapai dimasa mendatang. 

Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan dan tantangan 

sebagaimana yang telah dijelaskan pada Bab sebelumnya, maka Dinas 

Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 

Jayawijaya sesuai dengan tugas pokoknya maka disusun Rencana Strategis 

DPMKPTSP yang akan dicapai meialui pencapaian tujuan dan pelaksanaan 

kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya. 

4.2. Sasaran Jangka Menengah DPMKPTSP 

Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayawijaya merupakan hasil yang 

akan dicapai dalam rumusan yang spesifik dan terukur serta dalam kurun 

waktu tertentu secara berkesinambungan yang tentunya harus sejalan dengan 

tujuan, seperti terlihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.1 

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah D P M K P T S P 

Kabupaten Jayawijaya 2019 - 2023 

No Tujuan Sasaran 
Indikator 

Tujuan/Sasaran 

IxOnulSt 

Awal 
Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada 

Tahun ke-n No Tujuan Sasaran 
Indikator 

Tujuan/Sasaran 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 

f 2 3 4 5 6 7 8 9 fO 

1, Meningkatkan 
pendapatan 
masyarakat dan 
msnurunnya disparitas 
pendapatan 

Menlngkatnya 
kualitas dan 
kuantitas 
kelembagaan 
koperasi dan UMKM 

Persentase 
pertumbuhan 
koperasi aktif 

35,00 37.28 42.02 42.62 44.01 47.50 

1, Meningkatkan 
pendapatan 
masyarakat dan 
msnurunnya disparitas 
pendapatan 

Menlngkatnya 
kualitas dan 
kuantitas 
kelembagaan 
koperasi dan UMKM Persentase UMKM 31.77 70.20 73.00 75.85 77.00 79.70 

2 Meningkatkan 
penanaman modal 

Menlngkat nya 
realisasi PMON 

Persentase 
kenaikan/penuruna 
n nllal realisasi 
PMDN 

37.63 40.00 42.ai 47.24 40.31 

3 Meningkatkan 
transparansi dan 
akuntabilitas daiam 
penyelenggaraan 
pemerintahan yang 
sesuai dengan 
prinsip-prlnsip 
Governance 

Meningkatnya 
transparansi dan 
akuntabilitas dalam 
penyelenggaraan 
pemerintahan lingkup 
DPMKPTSP 

Nllal eakip 
DPMKPTSP 

05.52 

(D) 
27.00 
(D) 

.31.OS 

<C) 
39.50 

(C) 
45.80 

(C) 
51.70 

(CO 
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BABV 

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

5.1. Strategi Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Tepadu Satu 

Pintu. 

Setelah dirumuskan tujuan dan sasaran, maka diperlukan strategi yaitu 

langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi 

dan misi. Strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana 

sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian 

kebijakan. 

Dari analisa strategi yang telah dilakukan, maka dapat disusun strategi 

Dinas Penanaman Modal. Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kabupaten Jayawijaya sebagai berikut: 

1. Sasaran 1. "Meningkatnya kualitas dan kuantitas kelembagaan 

koperasi dan UMKM" yang akan disusun kedalam strategi sebagai 

berikut: 

a. Peningkatan persentase pertumbuhan koperasi aktif. 

b. Peningkatan persentase UMKM. 

2. Sasaran 2. "Meningkatnya Penanaman Modal" akan dibuat kedalam 

strategi" akan dilakukan meialui strategi Persentase 

Peningkatan/Menurunnya nilai realisasi PMDN. 

3. Sasaran 3. "Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam 

penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan prinsip-prlnsip 

governance" akan dilakukan meialui strategi peningkatan transparansi 

dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan lingkup 

DPMKPTSP. 

5.2. Kebijakan. 

Kebijakan diambil sebagai arah daiam menentukan bentuk konfigurasi 

program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal, 

yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan 

maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong 

dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. 
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Kebijakan yang akan dijalankan oleh Dinas Penanaman Modal, Koperasi 

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023 

adalah; 

1. Strategi peningkatan persentase pertumbuhan koperasi aktif dilakukan 

dengan kebijakan : 

a. Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi. 

b. Peningkatan pelayanan izin usaha simpan pinjam. 

c. Peningkatan pengawasan dan pemeriksaan koperasi. 

d. Peningkatan penilaian kesehatan KSP/USP koperasi. 

e. Peningkatan pendidikan dan latihan perkoperasian. 

f. Peningkatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi. 

2. Strategi peningkatan persentase UMKM dilakukan dengan kebijakan : 

a. Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil 

menengah. 

b. Peningkatan pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha 

mikro (UMKM) 

c. Peningkatan Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif 

d. Peningkatan pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM. 

3. Strategi Persentase nilai realisasi PMDN dilakukan dengan kebijakan : 

a. Peningkatan promosi dan kerjasama investasi. 

b. Peningkatan pengembangan iklim investasi dan realisasi investasi. 

c. Peningkatan pelayanan penanaman modal 

d. Peningkatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal. 

e. Peningkatan pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal. 

4. Strategi Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam 

penyelenggaraan pemerintahan lingkup DPMKPTSP yang dilakukan 

dengan kebijakan: 

a. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran. 

b. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur. 

c. Peningkatan disiplin aparatur. 

d. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. 

e. Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan 

keuangan (nilai SAKIP). 
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strategi dan Arah Kebijakan Rencana Strategis Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah sesuai dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah 

kebijakan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten 

Jayawijaya Tahun 2018-2023 yang dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 5.1 
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan 

Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayawijaya 
Visi: Terwujudnya Masyarakat Jayawijaya Yang Sejahtera, Mandiri Secara Ekonomi, Berkualitas dan Berbudaya 

Misi 3: Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Sesuai Potensi Unggulan Lokal dan Pengembangan Wilayah 
Berbasis Kuitural Secara Berkelanjutan 

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 
Meningkatkan pendapatan 
mativerakat dan 

menurunnya disparitas 

pendapatan 

Meningkatnya kualitas dan 
kiiantitss kplr.mhE)nsf3n 
I \ U C I M M I C I 3 � V C I C ' I 1 l U C t U Q C l f 1 

koperasi dan UMKM 

Peningkatan Persentase Peningkatan kualitas 
kpipmhnYmpn kAnprf^Qi 
i \ d w 11 l U a u c t a l 1 i v U L / d a s i . 

Peningkatan pelayanan izin 
usaha simpan pinjam. 
Peningkatan pengawasan 
dan pemeriksaan koperasi. 
Peningkatan penilaian 
kesehatan K S P / U S P 

koperasi. 
Peningkatan pendidikan 
dan latihan perkoperasian. 
Peningkatan pemberdayaan 
dan perlindungan koperasi. 

Meningkatkan pendapatan 
mativerakat dan 

menurunnya disparitas 

pendapatan 

Meningkatnya kualitas dan 
kiiantitss kplr.mhE)nsf3n 
I \ U C I M M I C I 3 � V C I C ' I 1 l U C t U Q C l f 1 

koperasi dan UMKM 

Peningkatan Persentase 
UMKM 

Pengembangan 
kewirausahaan dan 

usaha kecil menengah. 
Peningkatan pemberdayaan 
usaha menengah, usaha 
kecil dan usaha mikro 
(UMKM) 

Penciptaan ikiim usaha kecil 
menengah yang kondusif 
Peningkatan 
pengembangan sistem 
pendukung usaha bagi 
UMKM. 

Meninakatkan oenanaman 

modal 

Meninokat nva realisasi 
iVIWI Ell VME W V E1TV4 IVVflE E VP 

PMDN 

Peningkatan Persentase 
nilai realisasi PMDN 

Peningkatan promosi dan 
kerjasama investasi. 
Peningkatan 
pengembangan iklim 
investasi dan realisasi 
investasi. 

Peningkatan pelayanan 
penanaman modal 
Peningkatan pengendalian 
pelaksanaan penanaman 
modal. 

Peningkatan pengelolaan 
data dan sistem informasi 
penanaman modal. 

Meningkatkan transparansi 
dan akuntabilitas daiam 
penyelenggaraan 
pemerintahan yang sesuai 
dengan prinsip-prlnsip 
Governance 

Meningkatnya transparansi 
dan akuntabilitas dalam 
penyelenggaraan 
pemerintahan lingkup 
DPMKPTSP 

Peningkatan transparansi 
dan akuntabilitas dalam 
penyelenggaraan 
pemerintahan lingkup 
DPMKPTSP 

Peningkatan pelayanan 
administrasi perkantoran. 
Peningkatan sarana dan 
prasarana aparatur. 
Peningkatan disiplin 
aparatur. 

Peningkatan kapasitas 
sumber daya aparatur, 
Peningkatan 
Pengembangan sistem 
pelaporan capaian kinerja 
dan keuangan (nilai SAKIP). 
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BAB VI 

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA 

PENDANAAN 

Untuk mencapai Visi yang telah ditetapkan, yaitu "Terwujudnya Masyarakat 

Jayawijaya Yang Sejahtera, Mandiri Secara Ekonomi, Berkualitas dan Berbudaya," 

maka perlu ditetapkan program dan kegiatan yang akan dijalankan oleh Dinas 

Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 

Jayawijaya dalam 5 (lima) tahun kedepan. 

Program dan kegiatan tersebut merupakan langkah konkrit Dinas Penanaman 

Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayawijaya untuk 

dapat melaksanakan tugas-tugas strategis sesuai dengan tupoksi yang telah 

ditetapkan. 

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayawijaya maka rencana program dan 

kegiatan untuk 5 (lima) tahun kedepan meliputi : 

6.1. RENCANA PROGRAM 

6.1.1. Fungsi penunjang pertumbuhan bidang koperasi 

1. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi. 

Program ini bertujuan untuk memfasilitasi koperasi yang ada untuk 

berkembang menjadi koperasi aktif, berprestasi, berjejaring, dan 

d a p a t m e n e r a p k a n m a n a j e m e n k o p e r a s i , ba ik y a n g be rs i fa t 

sederhana, maupun modern. Dan dilaksanakan meialui berbagai 

sosialisasi perkoperasian lewat bimtek, pengawasan dan evaluasi 

koperasi. Dengan indikator persentase ketersediaan data jumlah 

koperasi aktif. 

2. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam. 

Program ini bertujuan untuk memfasilitasi pengurusan Izin Usaha 

Simpan Pinjam dan pembukaan kantor Koperasi dan atau kantor 

Cabang Koperasi. Dengan indikator persentase pertumbuhan 

jumlah koperasi simpan pinjam 

3. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi. 
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Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengawasan, 

pembinaan dan kepatuhan koperasi serta akuntabilitas koperasi 

dengan indikator persentase jumlah koperasi yang diawasi, dibina 

dan dikembangkan. 

4. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi. 

Program ini bertujuan untuk memberikan penilaian kesehatan 

KSP/USP. Dengan indikator persentase jumlah koperasi aktif yang 

mendapatkan penghargaan koperasi terbaik. 

5. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian. 

Program ini bertujuan untuk memberikan pelatihan dan bimbingan 

teknik kepada pelaku usaha koperasi. Dengan indikator, 

persentase jumlah koperasi yang mengikuti pelatihan. 

6. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi. 

Program ini bertujuan untuk pemberdayaan peningkatan 

produktivitas, nilai tambah dan akses pasar. Dengan insikator 

persentase jumlah koperasi aktif yang berproduksi. 

6.1.2. Fungsi penunjang peningkatan UMKM 

1. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan 

kompetitif usaha kecil menengah. 

Program Ini bertujuan untuk terciptanya wirausaha baru khususnya 

wirausaha Asli Papua, dengan indikator persentase jumlah 

wirausaha baru Asli Papua. 

2. Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha 

mikro (UMKM) 

Program ini bertujuan untuk memberdayakan potensi 

pengembangan usaha mikro lewat pendataan, kemitraan, 

kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan, dengan indikator 

persentase jumlah usaha kecil dan usaha mikro yang diberdayakan. 

3. Program penciptaan iklim usaha kecil dan menengah yang 

kondusif 

Perogram ini bertujuan untuk memberikan rasa aman bagi 

pengembangan usaha kecil menengah di daerah. Dengan indikator 

persentase jumlah UKM yang berkembang. 

4. Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM 
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Program ini bertujuan untuk pengembangan usaha mikro dengan 

orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil. 

indikatomya adalah persentase jumlah usaha mikro menjasi usaha 

kecil. 

6 . 1 . 3 . F u n g e i p e n u n j a n g r e a l i s a s i P M D N 

1. Program promosi dan kerjasama Investasi, 

Program ini bertujuan untuk memfasilitasi dan menyajikan peta 

potensi investasi dan penanaman modal, dengan indikator 

Presentase jumlah Investasi dan kerjasama Investasi. 

2. Program pengembangan iklim investasi dan realisasi investasi. 

Program ini bertujuan untuk memberikan kemudahan prosedur 

prizlnan investasi dan peta potensi investasi. Dengan indikator 

adalah persentase kenaikan realisasi investasi. 

3. Program pelayanan penanaman modal. 

Program ini bertujuan untuk memfasilitasi pelayanan perizinan dan 

non perizinan secara terpadu. Dengan indikator persentase jumlah 

layanan perizinan dan non perizinan terpadu. 

4. Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal. 

Program ini bertujuan untuk terlaksananya pengendalian 

penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten. 

Dengan indikator persentase jumlah pengendalian penanaman 

modal di kabupaten. 

5. Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal. 

Program ini bertujuan untuk tersedianya data dan informasi 
perizinan dan non perizinan yang terintegrasi. Dengan indikator 
persentase jumlah SDM yang mengikuti Diklat Sistem Data 
Informasi Perizinan dan Non Perizinan. 

6.1.4. Program Penunjang 

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

Program ini bertujuan untuk mewujudkan bantuan administrasi 

terhadap keberhasilan penyelenggaraan urusan administrasi 

perkantoran. Dengan indikator program adalah persentase 

pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran. 

2. Program Sarana dan Prasarana Aparatur 

Renstra DPMKPTSP Kabupaten Jayawijaya 2018-2023 53 



Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan sarana dan 

prasarana bagi aparatur yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan sehingga tercapai effektivitas dan effisiensi. Dengan 

indikator program adalah persentase ketersediaan sarana dan 

prasarana pendukung aparatur. 

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur. 

Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan sarana dan 

prasarana bagi aparatur yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan sehingga tercipta disiplin aparatur sesuai yang 

diinginkan. Dengan indikator program adalah persentase 

ketersediaan sarana pendukung disiplin aparatur. 

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 

Program Ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan aparatur 

dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga dapat 

menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan optimal. Dengan 

indikator program adalah persentase sumber daya aparatur dalam 

pelayanan yang berkompeten. 

5. Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 

Keuangan 

Program in! bertujuan untuk peningkatan pelaporan kinerja dan 

keuangan Perangkat Daerah. Dengan indikator program adalah 

Persentase capaian kinerja DPMKPTSP. 

6.2. RENCANA KEGIATAN 

6.2.1. Rencana Kegiatan Fungsi Penunjang Pertumbuhan Bidang 

Koperasi 

1. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi. 

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain : 

1) Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi. 

2) Sosialisasi pendirian koperasi 

3) Pembinaan koperasi Wajib Rapat Anggota (RAT). 

4) Peningkatan dan pengembangan jaringan kerja sama usaha 

koperasi 

5) Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi 
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6) Rintisan penerapan teknologi sederhana/manajemen modern 

pada jenis-jenis usaha koperasi. 

2. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam. 

Kegiatan yang dilaksanakan antara lain : 

1) Fasilitasi pemenuhan izin usaha simpan pinjam dan pembukaan 

cabang koperasi simpan pinjam dalam wilayah keanggotaan 

dalam Daerah. 

3. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi. 

Kegiatan yang dilaksanakan antara lain: 

1) Pengawasan kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan 

serta Akuntabilitas Koperasi. 

2) Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan 

Perundang-Undangan Kewenangan Daerah. 

4. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi. 

Kegiatan yang dilaksanakan antara lain : 

1) Bimbingan Teknik pembinaan pengawasan Koperasi KSP dan 

USP. 

2) Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi. 

3) Penghargaan Kesehatan bagi KSP/USP. 

5. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian. 

Kegiatan yang dilaksanakan antara lain : 

1) Penyediaan sarana dan prasarana pendukung pendidikan dan 

pelatihan perkoperasian. 

2) Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta 

kapasitas dan kompetensi SDM koperasi. 

3) Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian. 

4) Pelatihan Manajemen Koperasi 

6. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi. 

Kegiatan yang dilaksanakan antara lain: 

1) Pemberdayaan peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses 

pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan 

manajemen, standarisasi dan restrukturlsasi usaha koperasi 

kewenangan provinsi. 

6.2.2. Rencana Kegiatan Fungsi Penunjang Peningkatan UMKM 
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1. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan 

kompetitif usaha kecil menengah. 

Kegiatan yang dilaksanakan antara lain: 

1) Penciptaan wirausaha baru khususnya Wirausaha Asli Papua. 

2) Diklat Manajemen UKM Asli Papua 

3) Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah 

2. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan 

Usaha Mikro (UMKM) 

Kegiatan yang dilaksanakan antara lain: 

1) Pendataan potensi dan pengembangan usaha mikro. 

2) Pemberdayaan meialui kemitraan usaha mikro 

3) Fasilitasi kemudahan perizinan usaha mikro 

4) Pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha 

mikro. 

5) Koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan 

dalam pemberdayaan usaha mikro. 

6) Sosialisasi HAKI kepada usaha mikro kecil menengah 

7) Sosialisasi dan pelatihan pengelolaan limbah industri dalam 

menjaga kelestarian kawasan usaha mikro kecil menengah 

3. Peningkatan Ikiim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif 

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antar lain: 

1) Perencanaan koordinasi dan pengembangan Usaha Kecil 

Menengah. 

2) Pengembangan jaringan infrastruktur usaha kecil menengah. 

3) Fasilitasi pengembangan jaringan infrastruktur. 

4) Pemberian fasilitas pengamanan kawasan usaha kecil 

menengah. 

4. Memfasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam Program 

pengembangan Sistem Pendukung bagi UMKM 

Kegiatan yang dilaksanakan antar lain: 

1) Memfasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam 

pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, 

serta desain dan teknologi. 
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2) Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga, industri 

kecil dan industri menengah. 

3) Penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil menengah. 

6.2.3. Rencana Kegiatan Fungsi Penunjang Reaiisasi PMDN 

1. Program promosi dan kerjasama investasi. 

Kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain: 

1) Penyusunan Strategi promosi penanaman modal 

2) Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah 

3) Peninjauan lapangan dan pendataan serta pengembangan 

potensi unggulan daerah. 

4) Penyelnggaraan pameran investasi. 

5) Penyusunan Cetak Biru (Master Plan) pengembangan 

penanaman modal. 

6) Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan 

investasi. 

2. Program pengembangan iklim investasi dan reaiisasi investasi. 

Kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain: 

1) Penetapan kebijakan pemerintah daerah tentang pemberian 

fasilitas dan kemudahan penanaman modal 

2) Evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas dan kemudahan 

penanaman modal 

3) Penyusunan rencana umum penanaman modal daerah 

4) Penyediaan peta potensi dan peluang usaha kabupaten. 

5) Kajian kebijakan dan penyederhanaan prosedur perizinan 

penanaman modal. 

6) Penetapan Pengawasan perizinan 

7 ) Monitoring, evaluasi dan pelaporan perizinan 

3. Program peiayanan penanaman modai. 

Kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain: 

1) Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan 

sistim pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara 

elektronik. 

2) Pemantauan pemenuhan komitment perizinan dan non perizinan 

penanaman modal 
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3) Penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan 

masyarakat terhadap pelaynan terpadu perizinan dan non 

perizinan. 

4) Koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas 

daerah. 

5) Fasilitasi Tim Teknik Pelayanan perizinan 

6) Operasional pelaksanaan pelayanan perizinan 

7) Pengelolaan pengaduan perizinan 

8) Pengembangan pelayanan perizinan 

9) Kajian dan sosialisasi peraturan perizinan 

10) Pelaksanaan koordinasi dan penelitian lapangan 

11) Pengelolaan data perizinan 

12) Pelaksanaan penerbitan perizinan 

13) Penyusunan rancangan regulasi perizinan terpadu 

4. Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal. 

Kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain: 

1) Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan 

penanaman modal. 

2) Koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan 

penanaman modal. 

3) Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan 

penanaman modal. 

5. Program pengelolaan data dan sistem Informasi penanaman 

modal. 

Kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain: 

1) Pengelolaan penyajian dan pemanfaatan data dan informasi 

perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan 

berusaha terintegrasi secara elektronik. 

6.2.4. Rencana Kegiatan Pada Program Penunjang 

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

Kegiatan pokok yang akan dilaksanakan antara lain: 

1) Penyediaan jasa surat menyurat 

2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik 

3) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan 
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dinas/operasional 

4) Penyediaan jasa kebersihan kantor 

5) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 

6) Penyediaan alat tulis kantor 

7) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 

8) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 

9) Penyediaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 

10) Penyediaan makanan dan minuman 

11) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 

12) Sosialisasi/penyuluhan/survey lapangan/monitoring dalam 

daerah. 

2. Program Sarana dan Prasarana Aparatur 

Kegiatan pokok yang akan dilaksanakan antara lain: 

1) Pengadaan kendaraan dinas operasional 

2) Pengadaan peralatan gedung kantor 

3) Pengadaan Meubelair 

4) Pengadaan Perlengkapan Kantor 

5) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 

6) Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional 

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur. 

Kegiatan pokok yang akan dilaksanakan antara lain: 

1) Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya 

2) Pengadaan pakaian kerja lapangan 

3) Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu. 

4. Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain ; 

1) Sosialisasi peraturan perundang-undangan 

2) Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 

Capaian Kinerja dan Keuangan 

1) Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar kinerja SKPD 

2) Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 
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6.3. INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KELOMPOK SASARAN DAN 

PENDANAAN INDIKATIF 

Pada pembahasan ini akan diuraikan program yang menjadi 

tanggungjawab SKPD dalam penyelenggaraan pemerintahan, selain itu juga 

disajikan pencapaian target pada akhir periode perencanaan dibandingkan 

dengan pencapaian target pada awal periode perencanaan yang kemudian 

juga dialokasikan pagu indikatif program yang disajikan dalam tabel berikut: 
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TABEL 6.1 

RENCANA PROGRAM. KEGIATAN DAN PENDANAAN DINAS PENANAMAN MODAL. KOPERASI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

KABUPATEN JAYAWIJAYA TAHUN 2019-2023 

TtljUM S m n n 

h(»utorSauran 

Prosnmdtn Kegiatan padiTMnMAinl 

P f T M c n u n 

KofldijA 

UnillUil i 

Pannghal 

O n n l i 

P t i i a w n g -

Imah l o n o 

LoOail TtljUM S m n n 
Sa luu 

Indihaler 

Prosnmdtn Kegiatan padiTMnMAinl 

P f T M c n u n 

21I1> 2020 2021 2022 2023 

KofldijA 

2023 

UnillUil i 

Pannghal 

O n n l i 

P t i i a w n g -

Imah l o n o 

LoOail TtljUM S m n n 
Sa luu 

Indihaler 

Prosnmdtn Kegiatan padiTMnMAinl 

P f T M c n u n 

T«rB« "P T « I N T > n « No T v g « Ro T« | |N Rp ToraN Rp 

UnillUil i 

Pannghal 

O n n l i 

P t i i a w n g -

Imah l o n o 

LoOail 

dan liuiuiiitas 

kofxraeiiteiUMKM 

Rata-rata persentase 

perfumtsiian koperasi 

dan peningicatan 

UMKM 

% 12,00 13,17 207.900.000 13.» 410.000000 15.04 421A00.0OO 15,54 400.000.000 10,75 427AM.045 1.43A000.045 DPMKPTSP DPMKPTSP 

dan liuiuiiitas 

kofxraeiiteiUMKM 

Rata-rata persentase 

perfumtsiian koperasi 

dan peningicatan 

UMKM 

% 12,00 13,17 207.900.000 13.» 410.000000 15.04 421A00.0OO 15,54 400.000.000 10,75 427AM.045 1.43A000.045 DPMKPTSP DPMKPTSP 

dan liuiuiiitas 

kofxraeiiteiUMKM 

Rata-rata persentase 

perfumtsiian koperasi 

dan peningicatan 

UMKM 

% 

Pemt»eiaan, Pengawasan dan 

Penghargawi Koperasi Berprestaai 

Juml^ Koperasi ysrig bBtprestan 10 150.000.000 10 150000.000 10 150 000.000 10 200.000.000 10 200.000 000 50 850 000.000 

dan liuiuiiitas 

kofxraeiiteiUMKM 

Rata-rata persentase 

perfumtsiian koperasi 

dan peningicatan 

UMKM 

% 

mengikuti Sosialisas 

5 lOOOOOOOO 5 106 000 000 5 111.000.000 5 116000.000 5 122000 000 25 554000 000 

dan liuiuiiitas 

kofxraeiiteiUMKM 

Rata-rata persentase 

perfumtsiian koperasi 

dan peningicatan 

UMKM 

% 

Pembeiaan Koperasi Wajto Rapat 

AnBgala(RAT) 

Jumlah koperasi yang mengtajti SO 50 000 000 35 55.000.000 35 60.000 000 40 65.000.000 40 49 180 230.000.045 

dan liuiuiiitas 

kofxraeiiteiUMKM 

Rata-rata persentase 

perfumtsiian koperasi 

dan peningicatan 

UMKM 

% 

PerwiEkatsn dan Peng«iibangan 

Jaringai Kerja S^na Usaha 

Koperasi 

Jumlah KoperansMifvangi 

d^sitai i 

30 60.000.000 30 60.000.000 30 60.000.000 30 60.000000 30 60 000.000 150 300.000.000 

dan liuiuiiitas 

kofxraeiiteiUMKM 

Rata-rata persentase 

perfumtsiian koperasi 

dan peningicatan 

UMKM 

% 

Penyebaran Modei-Model Poia 

Pcngembargan Koperasi koperasi yang dbetak 

100 15.000.000 100 15.000.000 100 15.000000 lOO 15.000.000 10O 15000.000 500 75.000 OtO 

dan liuiuiiitas 

kofxraeiiteiUMKM 

Rata-rata persentase 

perfumtsiian koperasi 

dan peningicatan 

UMKM 

% 

RinAian Penerapan Teknologi 

pada Jems-Jems Ussha Koperasi 

Jumiah pengunjs koperasi yang 

mengikub Bimbingan 

30 22 500 000 30 25.000.000 30 25 000000 30 30 000.000 30 30.000.000 150 132.500000 

dan liuiuiiitas 

kofxraeiiteiUMKM 

Rata-rata persentase 

perfumtsiian koperasi 

dan peningicatan 

UMKM 

% 

Pragram Pelayanvi bin Uaaha Peraenlass pHtHmbuhM Jumidh 

kenaraii aknoan iMnbM Kopmai aenpui pnjwa 
2,00 220 2.31 10.000.000 251 10.000.000 260 10.000.000 2 » lOAOOAOO 90.000.000 

dan liuiuiiitas 

kofxraeiiteiUMKM 

Rata-rata persentase 

perfumtsiian koperasi 

dan peningicatan 

UMKM 

% 

Sanpsi Ps^am dan Pembukaan 

Cabng Koperasi Simpan Pinjam 

dalam vnlayBh keanggirfan Oatem 

Daerah 

Jumlah Koperasi Simpan Pinjem 

yangakH 

10 10.000 000 10 10000 000 10 10.000000 10 10000000 10 10.000.000 50 50.000 000 

dan liuiuiiitas 

kofxraeiiteiUMKM 

Rata-rata persentase 

perfumtsiian koperasi 

dan peningicatan 

UMKM 

% 

Pre^am Pengawatui dan 

4.12 AM 1M..M..0. AOS 100.000.000 5,02 110AQO.OOO 5,10 11A0OO.D00 5.98 12O.O0D.O0O 54AOOO.O0O 

dan liuiuiiitas 

kofxraeiiteiUMKM 

Rata-rata persentase 

perfumtsiian koperasi 

dan peningicatan 

UMKM 

% 

Pengawasan kekuatan, kesehatan. 

kemandirian. ketsiggihwi serta 

AkuriabMas Koperaa 

75 50000.000 25 50.000.000 25 55000.000 25 57.000.000 26 50 000 000 125 272000.000 

dan liuiuiiitas 

kofxraeiiteiUMKM 

Rata-rata persentase 

perfumtsiian koperasi 

dan peningicatan 

UMKM 

% 

Pemenksaan Kepatuhan Koperasi 

Undangsi Kewenangan Daerah 

Jumiah koperasi yang dhuiA 25 50000 000 25 50000 000 25 55.000.000 25 67.000.000 25 6O0CO300 125 272.000000 

dan liuiuiiitas 

kofxraeiiteiUMKM 

Rata-rata persentase 

perfumtsiian koperasi 

dan peningicatan 

UMKM 

% 

KGPMSP Koperasi 

P a n a n l m Jumlah hopirMiyms 

koparasitartiriA 
0,17 0 ,» \Hjm.m 0,05 130.000000 7.63 200000.000 7.75 200.000.000 8,30 205.000.000 090.000.000 

dan liuiuiiitas 

kofxraeiiteiUMKM 

Rata-rata persentase 

perfumtsiian koperasi 

dan peningicatan 

UMKM 

% 

Bimbingan Tekf* Pembinaan 

Pengawasan Koperasi KSP dan 

USP 

Jumlah Koperasi yang mengikuli (0 20000.000 45 25.000.000 50 30 000.000 50 30.000 000 55 35000 000 240 140.000.000 

dan liuiuiiitas 

kofxraeiiteiUMKM 

Rata-rata persentase 

perfumtsiian koperasi 

dan peningicatan 

UMKM 

% 

Peidisanaan Peniasi Kesehalan 

Koperasi 

Jumlah koperasi yang chslai 20 20000 000 20 20 000 000 20 20.000.000 20 20 000.000 20 20900 000 too 100.000.000 

dan liuiuiiitas 

kofxraeiiteiUMKM 

Rata-rata persentase 

perfumtsiian koperasi 

dan peningicatan 

UMKM 

% 

PenghBfgaan Kesehrian bagi 

KSPIUSP penpal gaan 

10 150000000 10 150 000.000 10 150 000.000 10 150.000.000 10 150 » » 000 50 750.000 000 



mioan b n a a M h s l e r Pragnsi 

DalaCapalaa 

pada Tahun Aaral 

Psreacanaan 

Target Klnnja dan Kerangka Peadnaan 

Kondisi AkhhParmensaa 

2023 

UiRKaJa 

PeraqpiM 

Oasrah 

PanaigMiag. 

katrab 

Lakaat mioan b n a a 

ImlkMr 

P n g r m dm KtgWM M h s l e r Pragnsi 

DalaCapalaa 

pada Tahun Aaral 

Psreacanaan 

» 1 9 2020 2021 2022 2023 

Kondisi AkhhParmensaa 

2023 

UiRKaJa 

PeraqpiM 

Oasrah 

PanaigMiag. 

katrab 

Lakaat mioan b n a a 

ImlkMr 

P n g r m dm KtgWM M h s l e r Pragnsi 

DalaCapalaa 

pada Tahun Aaral 

Psreacanaan 

T « M R» Targm Rp Tirgal Rp Tonet Rp Tra i l Rp T»oet Hp 

UiRKaJa 

PeraqpiM 

Oasrah 

PanaigMiag. 

katrab 

Lakaat 

Pnoam Ptfldldilcaa dm 

PdUdnn Pntdpt ra ia i 

P m M a a J u m M k c p e m l y a n g 

»,23 t.n 410.0901000 0.27 410.0OO.0O0 10,02 410.000000 10.30 410000.000 11.11 410.0OO.00O 1060.000.000 

PenjfediaBn Sarana (Ml Praiaana 

PendiAung Diklat PeAoperasian 

M a i l patet Sarana dikU 1 150.000.000 1 150.000.000 1 150000000 1 150.000-000 1 150000 000 5 750.000.000 

pengetatiidm perkoperaBrar Barfs 

Kqtarasi 

MWiPeierfaBiRdel » 70.000.000 90 70000.000 90 70.000.000 90 70000 000 90 70.000.000 450 350 000.000 

Sosjadsasi Pratsjp-prttEdi 

pemMtaman perkoperasiai 

JumWi Peserta SosraieaBj 

30 

90 70.000.000 90 70000.000 90 70.000.000 90 70 000000 90 70000 000 450 350 000.000 

Jkrml* Peserta PelMjhan Koperasi SO 120000.000 50 120 000.000 50 120.000.000 50 120000000 50 120 000.000 250 5O0.0flO.O0O 

Pro-am PMnbafda](aan dan 

yarigbensndakei 2 M 150000.000 231 A,ei 150 000 000 211 7.53 2.70 700.000.000 

nflmtMdfdInvsutti PMiwrAsotafi 

pradiJilivftafi. rUsi tambatt. akses 

fnanHjenien, stnadariiasi dan 

rAKHlfi dill »icfi*r i iaflhn L Aaumai 

resDiijMutisasi usanafcopemsi 

siumtsth peserta sestalisasiftM \ Kek 90 150000.000 90 150.000.000 90 150.000000 90 150 000 000 90 150.000.000 450 750000.000 

MOroKecldffi 

KompstitVUiahaKteH 

PaneMaio lunM iiinueMia 

d,dt H 3 » 570.000.000 12.10 070.000.000 13.39 730.000.000 13.59 790.000.000 1100 926.000.000 1000.000.000 

MOroKecldffi 

Penciptaan Wirausaha Bau 

Kbinusnya Wirausaha Ash Papua 

Jundaii Keiomppk Wkaueeha Ask 

Papua 

30 250000.000 30 350.000000 35 400000000 40 450000 000 43 475.000.000 178 1 925.000000 

MOroKecldffi 

DikM Manajenien UKM At* Papua MMrpeierfa Diklat UKM 30 250.000.000 30 250.000.000 30 260000000 30 270000.000 30 280000.000 150 1.310.000.000 

MOroKecldffi 

Keci! Menengah 

M B A I Diaha 8du yang (ffasdtasi 30 70.000.000 30 70000 000 30 70.000.000 30 70000000 30 70000.000 150 350.000.000 

MOroKecldffi 

Mtnnngali.UtaliiKniildw 

Unalia a k i n (UMKM) 

JmaUi Uailia Kedl d n UsaliB 

11,0» 3111 30.15 402.000.000 31,23 421.000000 31,71 430.000.500 32,11 490.000.000 2105.000.600 

MOroKecldffi 

Midtpritenei SO 80.000000 52 83.000.000 53 84.000.000 56 85DO0.00O 56 87.000.000 266 419000.000 

MOroKecldffi 

UatdoUkro 

Jumlati aerdra mikro yang bermifra 30 90 000.000 35 90000.000 40 95.000.000 46 97000.000 50 99000 000 200 471 000 000 

MOroKecldffi 

Uialia Mikro 

SO 60000.000 50 62000.000 50 63000000 52 65000 000 55 70000 000 257 320.000.000 

MOroKecldffi 

Potend dan Pengeniargan 

llBBhsMkni 

Jrjmiair petaisi kelembagaan usaha 

radrio yarrg drberdayakan 

SO 75000.000 51 75000.000 52 77 000.000 54 60 000000 55 82000 000 262 389000 000 

MOroKecldffi 

dlatsariBltiil 

4 20.000.000 4 22000.000 4 22.000.000 4 21000000 4 25000 000 20 112000000 

MOroKecldffi 

SosisfeaBi HAKI kepada UBShs 

UdroKeoilMenengati 

J i rm^ Usaha yteig mengikuti 

SuaiBliaiin 

30 15000000 100 20000.000 110 25000000 115 26000000 118 28.000.000 523 114000.000 

http://410.0OO.00O
http://5O0.0flO.O0O


T l « . « Satvan 

kAalarSaaanai 

k , * M M W v » . 

(MsCagatoi 

pada Tahun Ami 

PtrancfHiun 

T » g « Khei j i dan K a m ^ t a Pandaniw 

2023 

UnHKll j i 

Paraii^M 

Daarab 

P ' O M i W H -

Imeb 

Lokul 
T l « . « Satvan 

Daabripai 
Sataaa 

hnlllialgr 

PregramdiaKioMaa k , * M M W v » . 

(MsCagatoi 

pada Tahun Ami 

PtrancfHiun 

201» 1010 2021 3012 2023 2023 

UnHKll j i 

Paraii^M 

Daarab 

P ' O M i W H -

Imeb 

Lokul 
T l « . « Satvan 

Daabripai 
Sataaa 

hnlllialgr 

PregramdiaKioMaa k , * M M W v » . 

(MsCagatoi 

pada Tahun Ami 

PtrancfHiun 

USSSL Rp ' 1 4 4 T o T B * — T M I * * — Rp 7 1 4 4 & T n M Re 

UnHKll j i 

Paraii^M 

Daarab 

P ' O M i W H -

Imeb 

Lokul 

Sosiaisaaidanpelabhaii 80 50,000.000 85 50,000.000 90 55000.000 95 60,000.000 too 65000 000 450 280.000.000 

Pragraia Paniagkatan Iklim 

UaMia Kack Maamgah Yang 

Kondaiif 

PertMitua jumlah UKVymg 

bethembmig 
7 , « 18,61 w m o o o 17,11 012.000.000 17,85 007J00JI0O 722.0O0.e00 10,75 751.000400 3.502000.000 

PengantatiganUKM 

Jumlah UKM sasaran kegiatan 50 flO-000.000 50 82.000 000 52 84000.000 53 86 000 000 260 420000.000 

Pengentangan jaringan 

rnfraatriktufUKM 

Jumlah UKM sasaran kegtatam 10 350.000-000 10 250.000 000 11 260.000.000 12 280.000.000 14 300.000,000 57 1,340.000000 

Infraslnktia 

Juml^ UKM sasaran keai^an to 100.IMO..OOO 19 100.000.000 12 110000000 IS 120.000.000 17 125000.000 64 555.000.000 

Pemberian Fasktan Pengamanan 

KawainUKM 

Jumlab kawasan UKM yang 10 250 000000 10 230 000 000 10 233.000,000 10 236.000.000 10 238000.000 50 1 187.000,000 

Program FaaWtaal Uaaba Mlkra 

manjailUaabaKecaiimim 

Peraanlaaa JamM uaaba aXira 

manjailiuiahakoojl 

6.61 12,38 3M.084.000 12.18 401.000.000 13.30 432000.000 0 , 0 0 465.M0.HD 1400 504000.000 2107.000.000 

ptodtABi dsn pengolshan, 

pemasflrtin. SDM serta desain dan 

teknologi 

Jumlan Usaha Mikro yanp 50000000 riririrui iwi /e.rwu.wv nr rmn rum ou.uUO.UUU 20 69 286.000.000 

Penyelenggaf aan pembinaan 

industri rumah tangga industa kec9 

dan industri menengah 

Jumlah U s ^ Keml dan asahe 

morwngrfi yang (tfSina 

10 245.000000 10 246.000 000 11 265000.000 12 285OOO0OO 13 315000.000 56 1,356.000.000 

Jumlah usaha mikro yang 

melefcukan promosi produfc 

10 100.000.000 10 100.000.000 11 110000,000 12 120.000000 13 125005000 56 555000.000 

Mnhgudtan Mandgkamya 

raaiiaslPMON 

Rala-fdapefsentaae 

nijai reetliaa PMDN 

% Program Premoei dui 7.M �>« 005000.000 0.42 027.000.000 0,03 I7IJ00O.OOO 1.46 1.004000.000 0,00 1.039.000.000 477S.00O.00O �PMKPTSP DPMKPTSP 
Mandgkamya 

raaiiaslPMON 

Rala-fdapefsentaae 

nijai reetliaa PMDN 

% 7.M �>« 005000.000 0.42 027.000.000 0,03 I7IJ00O.OOO 1.46 1.004000.000 0,00 1.039.000.000 477S.00O.00O �PMKPTSP DPMKPTSP 
Mandgkamya 

raaiiaslPMON 

Rala-fdapefsentaae 

nijai reetliaa PMDN 

% 

Penyusunan Stndegi Promosi 

Penanaman Modal 

Jumlah bihu panduan strategi 

ienenman modal di daerah 

100 20.000.000 100 20.000000 toe 20.000.000 100 20 000 000 too 25000 000 500 20.000,000 

Mandgkamya 

raaiiaslPMON 

Rala-fdapefsentaae 

nijai reetliaa PMDN 

% 

Pe i^anao i kegiidan promosi Jumlah paket Kegatan PronKisi pet 2 100.000000 2 105.000.000 2 UIOOOOOO 2 116 000.000 2 i i s m i H o 10 554000.000 

Mandgkamya 

raaiiaslPMON 

Rala-fdapefsentaae 

nijai reetliaa PMDN 

% 

Perwijauan lapangan dan 

pendataan serta per^mbangan 

potensi unggulan daer* 

Jutnl* kunjungan tepanjwi 23 150000000 23 167.000.000 23 1651)00.000 24 173,000.000 23 112005000 116 827.000.000 

Mandgkamya 

raaiiaslPMON 

Rala-fdapefsentaae 

nijai reetliaa PMDN 

% 

Penyelenggaraan pameran 

muestssi 

Jumlah pameran c* luar dan dt 

d ^ m Papua 

2 400.000.000 2 420000.000 2 440000.000 2 460,000.000 400 000(100 10 2200.000.000 

Mandgkamya 

raaiiaslPMON 

Rala-fdapefsentaae 

nijai reetliaa PMDN 

Penyusunan Cetak Bru (Master 

modal 

Jumlah Brosu yang digandtakan 3000 35000000 3000 35.000.000 3000 35000000 3DO0 35.000.000 3000 35009 000 15000 175000000 

Mandgkamya 

raaiiaslPMON 

Rala-fdapefsentaae 

nijai reetliaa PMDN 

Perwigkatan kuaHas SDM guna 

mveslasi 

Jumiah SDM yang mengkuCi Study 

bandmg dan Bimtek Investss 
5 

20 200.000 000 20 200000,000 20 200 000.000 20 200,000.000 20 200 000000 100 1000-005000 

http://722.0O0.e00
http://477S.00O.00O
http://477S.00O.00O


Tujuan 
SatuM 

indfkatar 

PnwamilwKtfltatai rndhatorPregram 

DataCapaiia 

pada Tahun Ami; 

T»9«tanM}aduiK 

Tariat Targrt uJDSML 

KottdiaiAhhhPBrMcanBM 

2023 

Tygat . 

UnRIUria 

ProgranPwgmbngan Hriun 

�nmatMl d m ndirasi bivMtatl 

Pwaantaat hanalkan radiaasi 

bivaatatJ 
M3 

da^ah bntang penberiai taeitas 

dan \remMPm pemnaman moda 

Jutdah produk kebjiakan p«r>da 

dalam benbkbuku yang 

Tdakan 

Evaluasi pdafctansan pembenan 

tasdankeimidehan 

Jundah penerimafasiBaE yang 

diev^iaei 

R^^i}!^!r'?2!??'?^... 

Ponyusunan Rencana Umum 

Ptmanairan lUcdal Daerah 

Jintah produk 

Penyeduani Pete Potensi dan 

PeluangUwdw Ka&upaten 

digamtekan 

Jundah Brosur yang digandakan 

Kajian K d b ^ dan 

Penyedwharaasn Prosedur 

Jumlah buku produk Hukum kajian 

Kebqakan dan p^ederhanaan 

prosedur perizinan penanaman 

modal (figendakan 

Penetapan Pengamsan Perizinan Jumiah monitormg lapangan yang 

Monitorng evaHuaKti dan 

pelaporan petizman 

Jumlah pelaporan perianim 

semesteran 

PerttntMa jumlah pelayanan 

perizinan dm non perizinan 

terpadu 

Penyedienn petoyaRiari terpadu 

pctayanan panzirim berusaha 

e^BSt secara elektronik 

Tersedianyi paket aplikasi sistem 

rsnan terpadu pernman dan 

komtonenl pena/uui dan non 

perizffian penenassani modal 

Jjumhdi peseita pertemuan 

pemenuhan komitment per 

semester 

Penyediaan tayanan konsultasi da 

pengeidBBn pengaduan 

masyardkattoffrsdap pelayanan 

terpadu persHnan dam non 

perizman 

pengaduan masyarakat 

Koortfinaai (HBTL smkucnisasi 

FasiRfraTim TTeknft Pelayanan 

Periiman 

Jurtriah tenaga tim Teknik ditasKasi 

Operasional PeMcsans 

PeiayanunPercmen 

PengeklBiBni pengaduan perizinan Jumlah penanganan kasus 

K^iandan* 

pettzinsn da 

Jumlah peserte sosialisasi 

Pelaksawtam Koordinasi dan 

peneKan l^rangan (Turiap) 

Jurrdah paket perangkat pengolah 

Jimtah lembar atfjd Izm yang 

dAerfofflran 

file:///remMPm


TuiuM S a a a m 

(RdBialorStairai 

M a C a p i i n 

padaTrfiunAwW 

Ptrmcanan 

Kondol A M I PtrMCwaan 

2023 

UnOKaiil 

P » » 1 0 M 

Datrah 

PaaaDOOUng. 

Jaarab 

Lohaai TuiuM S a a a m 

Daakripai 
Sabiaa 

Indlntar 

M a C a p i i n 

padaTrfiunAwW 

Ptrmcanan 

2011 2020 2021 2022 2023 

Kondol A M I PtrMCwaan 

2023 

UnOKaiil 

P » » 1 0 M 

Datrah 

PaaaDOOUng. 

Jaarab 

Lohaai TuiuM S a a a m 

Daakripai 
Sabiaa 

Indlntar 

M a C a p i i n 

padaTrfiunAwW 

Ptrmcanan 

Ro TanM Ro TiriMl Ro W Ro Ro Rp 

UnOKaiil 

P » » 1 0 M 

Datrah 

PaaaDOOUng. 

Jaarab 

Lohaai 

penananterpeciu 

Jumlat) regidati perizinan tetpadu 

digandBcan 

12000 60.000000 12000 60.000 000 12000 60 000 000 120O0 60 000.80O 12000 60 000.000 60000 300 000 000 

4 m.m.(m 4.21 411.000.000 4.02 410.010.000 4,72 4150O0JW 443 416.000.000 2075000.000 

Koonfcian dan wnfcramsaa 

pemantauBn pelaksanaan biian 

65 130,0£K) 000 65 130.000 000 65 130.000000 65 130000400 65 130000 000 325 650 000 000 

Jumlah peserta Btrtek per tahun 100 25000.000 100 25000.W)0 100 25.005000 100 25 000,000 100 25.000.000 50O 125.000.000 

penanaman SKHM 

Jumlah tenaga pengawat Iqangan 65 260.000000 65 260000.000 65 2650lffll»0 66 260.000 6D0 66 fflO.OOO.tWO 325 i.axi,ooo.ooo 

Hodrf 

menglniti EHMtf Siatfltn Data 

Informal Patitfnan dan Nen 

Pwizinan 

1,2« 1,33 00.000.000 1,41 00.000.000 1.S 00.000400 1,61 904O0.m 4.66 ».(n»jioo 480.000.000 

pemanfaatan dUa dan arformasi 

penzinan bcueaha terinlagratl 

secara eleUron* 

Jumien sUM yang mengftui) unat 5 90,000000 5 90.000 000 5 gooooooo 5 90.000 000 5 30 000 000 25 450 000.000 

trBrmpariinsi dan 

akuntabilHflt dalam 

penyelonggafaan 

pemerintahan yang 

seBuai dengan prma^-

Menrgkatnya 

traniparansi dan 

�kiintabiMat dalam 

penyelenggaraan 

DMPKPTSP 

Penmgkatan 

traniparansi dan 

�% 

Parhantonm kibutulian patayvian 

2«5 12,16 1.701.000.000 14.00 1400.000.000 11,16 1423400.000 21,00 2.027.0IWJU 34.02 2.102.0M.0H l6560.OOO.M0 DPMKPTSP DPMKPTSP 

trBrmpariinsi dan 

akuntabilHflt dalam 

penyelonggafaan 

pemerintahan yang 

seBuai dengan prma^-

Menrgkatnya 

traniparansi dan 

�kiintabiMat dalam 

penyelenggaraan 

DMPKPTSP 

penyelenggaf aan 

DPMKPTSP 

�% 

Parhantonm 

2«5 12,16 1.701.000.000 14.00 1400.000.000 11,16 1423400.000 21,00 2.027.0IWJU 34.02 2.102.0M.0H l6560.OOO.M0 DPMKPTSP DPMKPTSP 

trBrmpariinsi dan 

akuntabilHflt dalam 

penyelonggafaan 

pemerintahan yang 

seBuai dengan prma^-

Menrgkatnya 

traniparansi dan 

�kiintabiMat dalam 

penyelenggaraan 

DMPKPTSP 

penyelenggaf aan 

DPMKPTSP 

�% 

Penyedmn jaia sural menyurat Jumlah t>elaria stnat-menyurat dan 

tenaga konfcak ditasiiaei 12 

12 290,000.000 12 300.000000 12 350.I10O00O 12 400.000100 12 420 000.000 60 1 760.000.000 

trBrmpariinsi dan 

akuntabilHflt dalam 

penyelonggafaan 

pemerintahan yang 

seBuai dengan prma^-

Menrgkatnya 

traniparansi dan 

�kiintabiMat dalam 

penyelenggaraan 

DMPKPTSP 

penyelenggaf aan 

DPMKPTSP 

�% 

PenyediiiBn jasa Stomimihsst, 

eixnberdiiyaM. dardiibik komimiksst sianber daya air dam 

tst>« 

12 

12 50 000.000 12 55.000.000 12 60 000.000 12 OS.OOO.lOO 12 70.000-000 60 300 000.000 

trBrmpariinsi dan 

akuntabilHflt dalam 

penyelonggafaan 

pemerintahan yang 

seBuai dengan prma^-

Menrgkatnya 

traniparansi dan 

�kiintabiMat dalam 

penyelenggaraan 

DMPKPTSP 

penyelenggaf aan 

DPMKPTSP 

�% 

Par̂ rediMm jata pemeliliaraan dan 

panzinin kantiarasni PsiaK 6 urd kendaraan dan m 

6 1.000,000 6 1,000.000 1 lOOODOO 6 2.000,000 6 ZOOO.OOO 30 8.000.000 

trBrmpariinsi dan 

akuntabilHflt dalam 

penyelonggafaan 

pemerintahan yang 

seBuai dengan prma^-

Menrgkatnya 

traniparansi dan 

�kiintabiMat dalam 

penyelenggaraan 

DMPKPTSP 

penyelenggaf aan 

DPMKPTSP 

�% 

Tersedanya jasa ketwrshan 12 25000,000 12 30,000.000 12 35000000 12 40 000.000 12 40000.000 60 170.000 000 

trBrmpariinsi dan 

akuntabilHflt dalam 

penyelonggafaan 

pemerintahan yang 

seBuai dengan prma^-

Menrgkatnya 

traniparansi dan 

�kiintabiMat dalam 

penyelenggaraan 

DMPKPTSP 

penyelenggaf aan 

DPMKPTSP 

�% 

ptnilBtviiiaiiB 

1 CI ocuKiiKjrs jcKKl pn WTIniSi 

peralatan kerja 
12 

12 30,000.000 12 35.000.000 12 40 005,000 12 40.000, � » 12 40.000.000 80 185.000.000 

trBrmpariinsi dan 

akuntabilHflt dalam 

penyelonggafaan 

pemerintahan yang 

seBuai dengan prma^-

Menrgkatnya 

traniparansi dan 

�kiintabiMat dalam 

penyelenggaraan 

DMPKPTSP 

penyelenggaf aan 

DPMKPTSP 

�% 

PenyadiMnilMttulls kantor TersecfianyaATK 
12 

12 253000.000 12 280.000.000 12 300.005000 12 12 ffiO.000.000 60 1.503.000.000 

trBrmpariinsi dan 

akuntabilHflt dalam 

penyelonggafaan 

pemerintahan yang 

seBuai dengan prma^-

Menrgkatnya 

traniparansi dan 

�kiintabiMat dalam 

penyelenggaraan 

DMPKPTSP 

penyelenggaf aan 

DPMKPTSP 

�% 

12 

12 52.000.000 12 75.000,000 12 76 000000 12 80.000600 ]2 80 000 000 

146/4/ 
V6/U. tnPJ 

trBrmpariinsi dan 

akuntabilHflt dalam 

penyelonggafaan 

pemerintahan yang 

seBuai dengan prma^-

Menrgkatnya 

traniparansi dan 

�kiintabiMat dalam 

penyelenggaraan 

DMPKPTSP 

penyelenggaf aan 

DPMKPTSP 

�% 

Penyaduan koa^onen iinstalst 

llstrik^MWfingan 

umlah Bohtam tampiL tairninal 

cofokan katiel rol 12 
12 10.000.000 12 10.000,000 12 10.005 500 12 10000 000 12 10.000000 60 50000.000 

trBrmpariinsi dan 

akuntabilHflt dalam 

penyelonggafaan 

pemerintahan yang 

seBuai dengan prma^-

Menrgkatnya 

traniparansi dan 

�kiintabiMat dalam 

penyelenggaraan 

DMPKPTSP 

penyelenggaf aan 

DPMKPTSP 

�% 

ParyyadiaemipartiWandfln 

partengkipan gatfong hartor 

Tersedianya perelaton dan 

perlengkapan kebersihan kantor 

12 10,000,000 12 10000,000 12 10.000 OCO 12 10.000 0 » 12 10.000 000 60 50.000,000 

trBrmpariinsi dan 

akuntabilHflt dalam 

penyelonggafaan 

pemerintahan yang 

seBuai dengan prma^-

Menrgkatnya 

traniparansi dan 

�kiintabiMat dalam 

penyelenggaraan 

DMPKPTSP 

penyelenggaf aan 

DPMKPTSP 

�% 

^ervdlaan msiwan dan Tersedanya tiahan makanart dteri 

msHirian dan m Aan mirum rapat 12 

12 200,000.000 12 200.000 000 12 200.000.000 12 200.000.600 12 200.000 000 60 1000.000000 

trBrmpariinsi dan 

akuntabilHflt dalam 

penyelonggafaan 

pemerintahan yang 

seBuai dengan prma^-

Menrgkatnya 

traniparansi dan 

�kiintabiMat dalam 

penyelenggaraan 

DMPKPTSP 

penyelenggaf aan 

DPMKPTSP 

�% 

tingkat provrsi. bar kabipeton 

dalam prostosi. 

12 

12 480.000,000 12 500.000.000 12 520.000 0110 12 530.000.000 12 550000.000 60 2580 000.000 

trBrmpariinsi dan 

akuntabilHflt dalam 

penyelonggafaan 

pemerintahan yang 

seBuai dengan prma^-

Menrgkatnya 

traniparansi dan 

�kiintabiMat dalam 

penyelenggaraan 

DMPKPTSP 

penyelenggaf aan 

DPMKPTSP 

�% 

taiam daerah 12 

12 300.000.000 12 310.000.000 12 320.01151100 12 330000.000 12 330.000 000 60 iseo.ooiooo 

http://l6560.OOO.M0
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Tujum Snaran 

I n d h a t o r S n n i 

l , « l l , - „ P r a r » , 

DatsC^uiM 

pada Tahun Awal 

Paranoaiam 

Target Kkierja dan tCmgMi Pen dan aan 

KoniiallU 

UnilK«jo 

P w m i M 

Oamh 

Pnanoving. 

LotaB Tujum Snaran 

D M k r ^ 
Satuan 

huUkatw 

lAosrwn dan Ktgiatan l , « l l , - „ P r a r » , 

DatsC^uiM 

pada Tahun Awal 

Paranoaiam 

2010 2020 2821 2022 2023 

KoniiallU 

2023 

UnilK«jo 

P w m i M 

Oamh 

Pnanoving. 

LotaB Tujum Snaran 

D M k r ^ 
Satuan 

huUkatw 

lAosrwn dan Ktgiatan l , « l l , - „ P r a r » , 

DatsC^uiM 

pada Tahun Awal 

Paranoaiam 

Taraa* Ro r r a « Rp Toqpl KP lata Rp �7"14l RP IMOM Rp 

UnilK«jo 

P w m i M 

Oamh 

Pnanoving. 

LotaB 

Prognm Sarana d n Prasarana 

AparAur 

PartanlMo hatarseifiaan aarma 

aparsAur 

1.32 6,48 0.40 1209 67.900.100 1241 07.000.000 1.344000.000 

Perrgadawi kendaraan dinas 

operasional 

Kendaraar dinas operasonal roda 

4 
1 

1 860.000.000 

Pengadaan peralatan gedung 

kantor 

Jumlah unit k o t r ^ r PC ss.ooo.ooo 6 85.000.000 

Pengadaan Meubelair Jumlshieman 4E AAA ArVl 
5 15,000000 

Pengadaan Perlengkapan Kantor Jumlah perlen0rapan gedung 

kantor 

70 2S.O00.OO0 70 25,000.000 

PetneBiwaan rutmfcerkala gedung 

kantor 

Jumlah peralatan gedung kantor 

yangterpeBrara 

1 50.000000 1 50,000,000 

Pemelile-aan rutin/ berkbta 

nra lUBi ndi i uii IBISI U^CT tKttJi iw 

JumlApAet kendaraan 

operasional roda 4 dan roda 2 yang 

terpelihara kondisinya (unit) 

1 30.000000 1 30.000.000 1 M.000.000 1 40,000 000 1 WO0O.O0O 5 180.000,000 

PemelbBraen rutin/ ty^kafa 

peralatan gedung kuitor 

�kifnlRm nivatatAn jierkirwi bDntnr 

yang ribanrtce 

43 26 000.000 43 25 000.000 43 25.000.000 43 27 000,»0 43 27 000.000 HQ QQIt QQQ 

Aparatur 

Psrssntaaa ktterasdiaan larana 0.06 3.24 3.73 4,74 AMooooe 040 620 41400400 09.000.000 

Pengadaan pakaian dinas beserta 

kelengkapannya 

Jumlah pakaian dinas ASN 21 15000.000 21 15.000 000 42 30 000 000 

pengadaan pakaian kerja lapangan Jumlah pakaian kerja lapangan 29 17.400 000 29 17 400 000 58 � 34,800.000 

pengadaan pAaian khusus hari-

lan tertentu 

Jumlah pakaian khusus hari-hari 

terterdu 

29 17.WO.000 29 17400.000 58 34800.000 

Sumbar Daya AparSur 

Psrstntass sumber daya 

aparatur dalam pdsyanan yang 

hofflpstsn 

0,48 2.14 200.000.000 2.40 300.000.000 3,10 300400.000 340 310.000.H0 4.14 310400400 1.800.000.000 

Sosiaisasi Peraturan Penrdang-

undangan 

jumiah peserta sosialtsasi 1 100 10O.OOO.0M1 100 100.000.000 100 100400.000 100 100 000.600 too lOOOOOOOO 500 500000,000 

Bmbimngan Teknik Irt̂ )lement8ei 

perAuran perundang-undangan 

Jumi* ASN yang rrremiliki kuektia 

sesuai standar peiayanan 

1 18 180000,000 18 200.000.000 18 200.000.000 18 210000,000 18 310.000,000 90 1.000.000.000 

Psisgioiw Capaian Kintiia dan 

Kauansan 

PersifilBM capaian Unsfjs 

DPMKPTSP 

0.46 i l l 35.000.000 248 27.000.000 3.10 304M.000 i/H 41.000.000 4,14 43.000400 106.000.000 

^enyusunan laporan Klrwja dan 

khfasar Kinerj SKPD 

TersususnnyalAKPSKPD 1 1 15 000,000 1 16.000000 1 15.000 000 1 15000000 1 15 000 000 5 75,000,000 

Penyusunan Pelaporan Keuangan 

Semeslerwi 

Tersusunya jumi* Doc. Lapottm 

Keuangan Semesteran SKPD 

1 8 20 000,000 8 22 000 000 8 24,000 000 8 36,000 000 28 000 000 40 120 000 000 

http://2S.O00.OO0
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BAB VII 

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 

Ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran akan terlihat sebagai 

indikator kinerja utama pada dinas PMKPTSP Kabupaten jayawijaya. 

Mengingat eratnya kaitan Renstra Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayawijaya dengan RPJMD Kabupaten 

Jayawijaya Periode 2018-2023, maka dalam penyusunannya harus menjadikan 

dokumen perencanaan jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator 

kinerja Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kabupaten Jayawijaya harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan 

kewenangan Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kabupaten Jayawijaya yang telah dicantumkan dalam target kinerja RPJMD. 

Pencapaian indikator kinerja ditunjukkan dengan pencapaian output dan oucome 

program Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kabupaten Jayawijaya setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap 

tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada periode rencana strategis dapat 

dicapai. 

Rincian selengkapnya mengenai indikator kinerja Dinas Penanaman Modal, 

Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayawijaya dapat dilihat pada 

Tabel berikut: 

Tabel 7.1 

Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 

No 
Indkator 

DPMKPTSP 

Kondisi 
Kinerja 

pada awal 
periode 
RPJMD 

Target Capaian Setiap Tahun Kondisi 
Kinerja 

pada akhir 
periode 
RPJMD 

No 
Indkator 

DPMKPTSP 

Kondisi 
Kinerja 

pada awal 
periode 
RPJMD 

2019 2020 2021 2022 2023 

Kondisi 
Kinerja 

pada akhir 
periode 
RPJMD 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Persentase koperasi aktif 
35.00 37,29 39,37 42,62 44,01 47,50 47,50 

2 Prosentase Usaha Mikro dan 
Kecil 31,77 70.20 73,00 75,85 77,00 79,70 79.70 

3 Persentase Realisasi PMDN 
37,92 40,00 42,08 45,16 47,24 49,31 49,31 

4 Nilai SAKIP DPMKPTSP 
5.52 

(D) 

27,00 

(D) 

31.05 

( C ) 

39,50 

( C ) 

45,80 

( C ) 

51,70 

( C C ) 

51,70 

( C C ) 

Tabel indikator kinerja di atas menunjukkan bahwa Dinas Penanaman Modal, 

Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayawijaya memposisikan 

dirinya pada kinerja yang akan dicapai selama lima tahun ke depan pada misi 
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3 "Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Sesuai Potensi Unggulan Lokal dan 

Pengembangan Wilayah Berbasis Kuitural secara Berkelanjutan." 

Sedangkan untuk formulasi dan elemen data indikator kinerja DPMKPTSP 

Kabupaten Jayawijaya akan terlihat seperti pada tabel berikut: 

Tabel 7.2. 

Formulasi dan Elemen Data Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayawijaya 

Indikator Kinerja Utama/ 
Indikator Kinerja 

Program 
Deskripsi Indikator Formula 

Bidang 
Penanggungjawab 

Indikator Kinerja Utama (Eseion 11) 

1. Persentase Koperasi Aktif Jumlah koperasi Aktif 

dibagi jumlah 

keseluruhan Koperasi 

dikali seratus 

Jumlah Koperasi Aktif 
' X 100% 

Jumlah seluruh Koperasi 

Kepala Dinas 

2. Persentase Usaha Mikro 

dan Kecil 

Jumlah Usaha Mikro 

dan Kecil dibagi jumlah 

keseluruhan UMKM 

dikali seratus 

Jumlah Usaha Mikro dan Kecil 
X 1 0 0 % 

Jumlah seluruh U K M 

Kepala Dinas 

3. Persentase 

kanaikan/penruunan nilai 

realisasi PMDN 

Jumlah Realisasi PMDN 

th evaluasi Persentase 

capaian keseluruhan 

nilai PMDNdikurang 

realisasi PMDN sebelum 

evaluasi dibagi realisasi 

PMDN sebelum evaluasi 

dikali seratus 

Realisasi PMDN Th,Evaluasi -
Realisasi PMDN sebelum evaluasi 

100% 
Realisasi PMDN sebelum evaluasi 

Kepala Dinas 

4. Nilai S A K I P D P M K P T S P Nilai dari hasil evaluasi 

A K I P yang dikeluarkan 

oleh Tim AKIP Kab. 

Jayawijaya 

Nilai dari hasil evaluasi AK IP yang 

dikeluarkan oleh Tim A K I P Kab. 

Jayawi jaya 

Kepala Dinas 

Indikator Kinerja Utama (Eseion III) 

5. Persentase Ketersediaan 

data jumlah Koperasi Aktif 

Jumlah koperasi aktif 

dibagi keseluruhan 

koperasi yang terdaftar 

dikali seratus 

Jumlah koperasi aktif 

x 1 0 0 % 

Jumlah seluruh koperasi 

Kepala Bidang 

Koperasi dan UKM 

6. Persentase pertumbuhan 

jumlah koperasi simpan 

pinjam 

Jumlah koperasi simpan 

pinjam yang sudah 

berizin dibagi 

keseluruhan koperasi 

simpan pinjam dikali 

seratus 

Jumlah koperasi simpan pinjam 

yang sdh berizin 

X 100% 

Jumlah seluruh koperasi simpan 

pinjam 

Kepala Bidang 

Koperasi dan UKM 

7. Persentase jumlah 

koperasi yang diawasi, 

dibina dan dikembangkan 

Jumlah koperasi yang 

diawasi, dibina dan 

dikembangkan dibagi 

keseluruhan koperasi 

dikali seratus 

Jumlah koperasi yang Diawasi, 

dibina dan dikembangkan 

X 100% 

Jumlah seluruh koperasi 

Kepala Bidang 

Koperasi dan UKM 

8. Persentase jumlah 

koperasi yang 

mendapatkan 

penghargaan 

Jumlah koperasi yang 

mendapatkan 

penghargaan dibagi 

jumlah keseluruhan 

koperasi dikali seratus 

Jumlah koperasi yang 

mendapatkan penghargaan 

X 100% 

Jumlah keseluruhan koperasi 

Kepala Bidang 

Koperasi dan UKM 

9. Persentase jumlah 

koperasi yang mengikuti 

pelatihan dan 

ketersediaan sarana 

Jumlah koperasi yang 

mengikuti pelatihan 

dibagi jumlah 

keseluruhan koperasi 

Jumlah koperasi yang mengikuti 

pelatihan 

x 1 0 0 % 

Jumlah keseluruhan koperasi 

Kepala Bidang 

Koperasi dan UKM 
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pelatihan dikali seratus 

10. Persentase jumlah 

koperasi aktif yang 

bernroduksi 

Jumlah koperasi aktif 

yang berproduksi dibagi 

iumlah keseluruhan 

koperasi aktif dikali 

seratus 

Jumlah koperasi yang berproduksi 

X 100% 

Jumlah keseluruhan kooerasi aktif 
l / U l l I l M l l I x C ^ w l U I U l t a i I [ \ U U u l Q u i C l f \L l i 

Kepala Bidang 
Koperasi dan UKM 

11 . Persentase jumlah 

Wirausaha Baru Asli 

Papua 

Jumlah Wirausaha Baru 

Asli Papua dibagi jumlah 

keseluruhan Wirausaha 

Baru dikali seratus 

Jumlah Wirausaha Baru Asli 

Papua 

x 1 0 0 % 

Jumiah kasaluruhan Wi rausaha 

Baru 

Kepala Bidang 

Koperasi dan UKM 

12. Persentase jumlah Usaha 

Kecil dan Usaha Mikro 

yang diberdayakan 

Jumlah Usaha Kecil dan 

Usaha Mikro yang 

diberdayakan dibagi 

jumlah keseluruhan 

Usaha Kecil dan Usaha 

Mikro dikali seratus 

Jumlah Usaha Kecil dan Usaha 

Mikro yang diberdayakan 

X 100% 

Jumlah keseluruhan Usaha Kecil 

dan usaha Mikro 

Kepala Bidang 

Koperasi dan UKM 

13. Persentase jumlah UKM 

yang berkembang 

Jumlah UKM yang 

berkembang dibagi 

jumlah keseluruhan 

UKM dikali seratus 

Jumlah UKM yang berkembang 

X 100% 

Jumlah keseluruhan UKM 

Kepala Bidang 

Koperasi dan UKM 

14. Persentase jumlah Usaha 

Mikro menjadi Usaha 

Kecil 

Jumlah Usaha Mikro 

menjadi Usaha Kecil 

dibagi jumlah 

keseluruhan Usaha 

Mikro dan Usaha Kecil 

Jumlah Usaha Mikro yang menjadi 

Usaha Keen 

X 100% 

Jumlah keseluruhan Usaha Mikro 

dan Usaha Kecil 

Kepala Bidang 

Koperasi dan UKM 

15. Persentase jumlah 

Investasi dan kerjasama 

investasi 

Jumlah investasi dan 

kerjasama investasi 

dalam setahun dibagi 

jumlah keseluruhan 

investasi dan kerjasama 

investasi dikali seratus 

Jumlah investasi dan kerjasama 

investasi dalam setahun 

X 100% 

Jumlah keseluruhan investasi 

Kepala Bidang 

Penanaman Modal 

16. Persentase kenaikan 

realisasi investasi 

Jumlah realisasi dalam 

setahun dibagi jumlah 

keseluruhan realisasi 

dikali seratus 

Jumlah realisasi investasi dalam 

setahun 

X 100% 

Jumlah keseluruhan realisasi 

investasi 

Kepala Bidang 

Penanaman Modal 

17. Persentase jumlah 

pelayanan perizinan dan 

non perizinan terpadu 

Jumlah pelayanan 

daiam setahun dibagi 

jumlah keseluruhan 

pelayanan dikali seratus 

Jumlah pelayanan 

dalam setahun 

X 100% 

Jumlah keseluruhan 

pelayanan 

Kepaia Bidang 

Peiayanan Terpadu 

Satu Pintu 

18. Persentase Jumlah 

Pengendalian Penanaman 

Modal 

Jumlah penanaman 

dalam setahun dibagi 

jumlah keseluruhan 

penenman modai dikali 

seratus 

Jumlah penanaman modal dalam 

setahun 

X 100% 

Jumlah keseluruhan penanaman 

modal 

Kepala Bidang 

Penanaman Modal 

19. Persentase Jumlah SDM 

yang mengikuti Diklat 

Sistem Data Informasi 

Perizinan dan Non 

Perizinan 

Jumlah SDM yang 

mengikuti Diklat dibagi 

jumlah keseluruhan 

SDM Perizinan dan Non 

Perizinan dikali seratus 

Jumlah SDM yang mengikuti Diklat 

x 1 0 0 % 

Jumlah keseluruhan SDM 

Perizinan dan non Perizinan 

Kepala Bidang 

Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu 

20. Persentase pemenuhan 

kebutuhan pelayanan 

administrasi perkantoran 

Jumlah kebutuhan 

pelayanan administrasi 

perkantoran dalam 

setahun dibagi jumlah 

keseluruhan kebutuhan 

pelayanan administrasi 

perkantoran dikali 

seratus 

Jumlah kebutuhan dalam setahun 

x 1 0 0 % 

Jumlah keseluruhan kebutuhan 

Sekretaris 
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2 1 . Persentase ketersediaan 

sarana dan prasarana 

Aparatur 

Jumlah ketersediaan 

sarana dan prasarana 

aparatur dibagi jumlah 

keseluruhan kebutuhan 

sarana dan prasarana 

aparatur dikali seratus 

Jumlah ketersediaan dalam 

X 100% 

Jumlah keseluruhan kebutuhan 

Sekretaris 

22. Persentase ketersediaan 

sarana pendukung disiplin 

Aparatur 

Jumlah ketersediaan 

sarana pendukung 

disiplin aparatur dibagi 

jumlah keseluruhan 

kebutuhan sarana 

pendukung disiplin 

aparatur dikali seratus 

Jumlah ketersediaan sarana 

pendukung 

X 100% 

Jumlah keseluruhan kebutuhan 

sarana pendukung 

Sekretaris 

23. Persentase Sumber Daya 

Aparatur dalam pelayanan 

yang kompeten 

Jumlah Sumber Daya 

Aparatur yang kompeten 

dibagi jumlah 

keseluruhan sumber 

daya aparatur dikali 

seratus 

Jumlah aparatur yang kompeten 

X 100% 

Jumlah keseluruhan aparatur 

Sekretaris 

24. Persentase capaian 

kinerja D P M K P T S P 

Jumlah persentase 

capaian kinerja 

D P M K P T S P dibagi 

jumlah keseluruhan 

indikator sasaran 

D P M K P T S P dikali 

seratus 

Jumlah persentase capaian kinerja 

X 100% 

Jumlah seluruh indikator sasaran 

Sekretaris 

Indikator Kinerja Utama (Eseion iV) 

1. Jumlah Koperasi yang 

berprestasi 

Jumlah Koperasi yang 

berprestasi 

Koperasi Kepala Seksi 

Bimbingan 

Kelembagaan 

Koperasi 

2. Jumlah Lembaga/ 

kelompok yang mengikuti 

sosialisasi pendirian 

koperasi 

Jumlah Lembaga/ 

kelompok yang 

mengikuti sosialisasi 

pendirian koperasi 

Koperasi Kepala Seksi 

Bimbingan 

Kelembagaan 

Koperasi 

3. Jumlah Koperasi Aktif 

yang difasilitasi 

peningkatan 

pengembangan jaringan 

kerjasama 

Jumiah Koperasi Aktif 

yang difasilitasi 

peningkatan 

pengembangan jaringan 

kerjasama 

Koperasi Kepala Seksi 

Bimbingan 

Kelembagaan 

Koperasi 

4. Jumlah buku model-model 

pengembangan koperasi 

yang dicetak 

Jumlah buku model-

model pengembangan 

koperasi yang dicetak 

Buku Kepala Seksi 

Bimbingan 

Kelembagaan 

Koperasi 

5. Jumlah pengurus koperasi 

yang mengikuti bimbingan 

penerapan teknologi 

sederhana/manajemen 

modem jenis-jenis usaha 

koperasi 

Jumlah pengurus 

koperasi yang mengikuti 

bimbingan penerapan 

teknologi 

sederhana/manajemen 

modem jenis-jenis 

usaha koperasi 

Orang Kepala Seksi 

Bimbingan 

Kelembagaan 

Koperasi 

6. Fasilitasi pemenuhan izin 

usaha bagi Koperasi 

Simpan Pinjam yang aktif 

Fasilitasi pemenuhan 

izin usaha bagi Koperasi 

Simpan Pinjam yang 

aktif 

Koperasi Kepala Seksi 

Bimbingan Usaha 

dan Simpan Pinjam 

7. Jumlah koperasi yang 

dibina untuk memenuhi 

standarisasi akuntabilitas 

koperasi 

Jumiah koperasi yang 

dibina untuk memenuhi 

standarisasi 

akuntabilitas koperasi 

Koperasi Kepala Seksi 

Bimbingan 

Kelembagaan 

Koperasi 
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8. Jumlah koperasi yang 

diperiksa menyangkut 

kepatuhan terhadap 

perundang-undangan 

perkoperasian 

Jumlah koperasi yang 

diperiksa menyangkut 

kepatuhan terhadap 

perundang-undangan 

perkoperasian 

Koperasi Kepala Seksi 

Bimbingan 

Kelembagaan 

Koperasi 

9. Jumlah koperasi 

K S P / U S P yang mengikuti 

Bimtek 

Jumiah koperasi 

K S P / U S P yang 

mengikuti Bimtek 

K S P / U S P Kepala Seksi 

Bimbingan Usaha 

dan Simpan Pinjam 

10. Jumlah koperasi 

K S P / U S P yang nilia 

kesehatannya 

Jumlah koperasi 

K S P / U S P yang nilia 

kesehatannya 

K S P / U S P Kepala Seksi 

Bimbingan Usaha 

dan Simpan Pinjam 

11 . Jumlah koperasi 

K S P / U S P yang 

mendapatkan 

penghargaan 

Jumlah koperasi 

K S P / U S P yang 

mendapatkan 

penghargaan 

K S P / U S P Kepala Seksi 

Bimbingan Usaha 

dan Simpan Pinjam 

12. Jumlah paket sarana 

diklat perkoperasian yang 

disiapkan 

Jumlah paket sarana 

diklat perkoperasian 

yang disiapkan 

paket Kepala Seksi 

Bimbingan Usaha 

dan Simpan Pinjam 

13. Jumlah peserta diklat 

kapasitas dan kompetensi 

SDM Koperasi 

Jumlah peserta diklat 

kapasitas dan 

kompetensi SDM 

Koperasi 

Orang Kepala Seksi 

Bimbingan Usaha 

dan Simpan Pinjam 

3 A l i i / v . l . w F . n £ . e a r 4 o O A l A 4 i l r i o n 

\H. Jumian pesena reiaunan 

Manajemen KUD 

jumian pesena 

Pelatihan Manajemen 

KUD 

\Jiaiiy 

Bimbingan Usaha 

dan Simpan Pinjam 

15. Jumlah peserta sosialisasi 

Bimtek Penguatan 

Kelembagaan Koperasi 

Jumlah peserta 

sosialisasi Bimtek 

Penguatan 

Kelembagaan Koperasi 

Koperasi Kepala Seksi 

Bimbingan 

Kelembagaan 

Koperasi 

16. Jumlah penciptaan 

wirausaha baru Asli 

Papua 

Jumlah penciptaan 

wirausaha baru Asli 

Papua 

Wirausaha Baru Asli Papua Kepala Seksi 

Bimbingan Usaha 

Mikro Kecil dan 

Menengah 

17. Jumlah peserta diklat 

manajemen UKM Asli 

Papua 

Jumlah peserta diktat 

manajemen UKM Asli 

Papua 

UKM asli Papua Kepala Seksi 

Bimbingan Usaha 

Mikro Kecil dan 

Menengah 

18. Jumlah UKM baru 

difasilitasi 

Jumlah UKM baru 

difasilitasi 

UKM baru Kepala Seksi 

Bimbingan Usaha 

Mikro Kecil dan 

Menengah 

19. Jumlah usaha mikro yang 

berpotensi dikembangkan 

Jumlah usaha mikro 

yang berpotensi 

dikembangkan 

Usaha Mikro Kepala Seksi 

Bimbingan Usaha 

Mikro Kecil dan 

Menengah 

20. Jumlah usaha mikro yang 
bermitra 

Jumlah usaha mikro 

yang bermitra 

Usaha Mikro Kepala Seksi 

Bimbingan Usaha 

Mikro Kecil dan 

Menengah 

2 1 . Jumlah usaha mikro yang 

difasilitasi perizinannya 

Jumlah usaha mikro 

yang difasilitasi 

perizinannya 

Usaha Mikro Kepala Seksi 

Bimbingan Usaha 

Mikro Kecil dan 

Menengah 

22. Jumlah usaha mikro yang 

diberdayakan 

kelembagaannya 

Jumlah usaha mikro 

yang diberdayakan 

kelembagaannya 

Usaha Mikro Kepala Seksi 

Bimbingan Usaha 

Mikro Kecil dan 

Menengah 
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23. Jumlah koordinasi dengan 

para pemangku 

kepentingan usaha mikro 

Jumlah koordinasi 

dengan para pemangku 

kepentingan usaha 

mikro 

Usaha Mikro Kepala Seksi 

Bimbingan Usaha 

Mikro Kecil dan 

Menengah 

24. Jumlah peserta sosialisasi 

pengelolaan limba industri 

Jumlah peserta 

sosial isasi pengelolaan 

limba industri 

UMKM Kepala Seksi 

Bimbingan Usaha 

Mikro Kecil dan 

Menengah 

25. Jumlah UKM sasaran 

kegiatan pengembangan 

UKM 

Jumlah UKM sasaran 

kegiatan pengembangan 

UKM 

UKM Kepala Seksi 

Bimbingan Usaha 

Mikro Kecil dan 

Menengah 

26. Jumlah UKM sasaran 

kegiatan pengembangan 

jaringan infrastruktur 

Jumlah UKM sasaran 

kegiatan pengembangan 

jaringan infrastruktur 

UKM Kepala Seksi 

Bimbingan Usaha 

Mikro Kecil dan 

Menengah 

27. Jumlah UKM sasaran 

kegiatan fasilitasi 

pengembangan jaringan 

infrastruktur 

Jumlah UKM sasaran 

kegiatan fasilitasi 

pengembangan jaringan 

infrastruktur 

UKM Kepala Seksi 

Bimbingan Usaha 

Mikro Kecil dan 

Menengah 

28. Jumlah UKM sasaran 

kegiatan fasilitasi 

pengamanan kawasan 

UKM 

Jumlah UKM sasaran 

kegiatan fasilitasi 

pengamanan kawasan 

UKM 

UKM Kepala Seksi 

Bimbingan Usaha 

Mikro Kecil dan 

Menengah 

29. Jumlah usaha mikro yang 

difasilitasi menjadi usaha 

kecil 

Jumlah usaha mikro 

yang difasilitasi menjadi 

usaha kecil 

Usaha Mikro Kepaia Seksi 

Bimbingan Usaha 

Mikro Kecil dan 

Menengah 

30. Jumlah UMKM yang 

dibina dalam sektor 

niui iat l i iui l icti i I d f i y y a 

Jumlah UMKM yang 

dibina dalam sektor 

lliUUoUi lUif idn i d i i y y d 

UMKM Kepala Seksi 

Bimbingan Usaha 

fViiiMU rvcuii ucii 1 

Menengah 

3 1 . Jumlah UMKM yang 

mengikuti 

pembinaan industri rumah 

tangga 

Jumlah UMKM yang 

mengikuti 
rtpn\/p|pnnnsmdn 

pembinaan industri 

rumah tangga 

UMKM Kepala Seksi 

Bimbingan Usaha 

IV I I iV I LZ ( xdL r f l l U d l 1 

Menengah 

32. Jumlah Usaha Mikro yang 

menyelenggarakan 

promosi produk 

Jumlah Usaha Mikro 

yang menyelenggarakan 

promosi produk 

Usaha Mikro Kepala Seksi 

Bimbingan Usaha 

Mikro Kecil dan 

Menengah 

33. Jumlah buku panduan 

strategi penanaman 

modal di daerah 

Jumlah buku panduan 

strategi penanaman 

modal di daerah 

Buku Kepala Seksi 

Perencanaan dan 

Promosi Penanaman 

Modal 

34. Jumlah paket kegiatan 

promosi penanaman 

Jumlah paket kegiatan 

promosi penanaman 

Miuudi u d c i d l 1 

Paket Kepala Seksi 

Perencanaan dan 

1 iwiiiu&i ~ c ; i i c i i i d i 1 idii 

Modal 

35. Jumlah kunjungan 

lapangan dalam rangka 

pendataan serta 

pengembangan potensi 

unggulan daerah 

Jumlah kunjungan 

lapangan dalam rangka 

pendataan serta 

pengembangan potensi 

unggulan daerah 

Jumlah pendataan Kepala Seks i 

Perencanaan dan 

Promosi Penanaman 

Modal 

36. Jumlah penyelenggaraan 

pameran investasi di 

dalam dan di luar Papua 

Jumlah 

penyelenggaraan 

pameran investasi di 

dalam dan di luar Papua 

Jumiah pameran investasi dalam 

dan luar Papua 

Kepala Seks i 

Perencanaan dan 

Promosi Penanaman 

Modal 
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37. Jumlah Brosur master 

plan pengembangan 

penanaman modal 

Jumlah Brosur master 

plan pengembangan 

penanaman modal 

Brosur master plan Kepala Seksi 

Perencanaan dan 

Promosi Penanaman 

Modal 

38. Jumlah SDM yang 

mengikuti study banding 

dan bimtek investasi 

Jumlah SDM yang 

mengikuti study banding 

dan bimtek investasi 

Orang Kepala Seksi 

Perencanaan dan 

Promosi Penanaman 

Modal 

39. Jumlah produk hukum/ 

kebijakan Pemerintah 

Daerah digandakan 

tentano oemberian 

kemudahan penanaman 

modal 

Jumlah produk hukum/ 

kebijakan Pemerintah 

Daerah digandakan 

tentano oemberian 

kemudahan penanaman 

modal 

Produk hukum/kebljakan Kepala Seks i 

Pengawasan 

Penanaman Modal 

40. Jumlah penerima fasilitas 

kemudahan penanaman 

modal yang dievaluasi 

Jumlah penerima 

fasilitas kemudahan 

penanaman modal yang 

dievaluasi 

Investor yang dievaluasi Kepala Seksi 

Pengawasan 

Penanaman Modal 

4 1 . Jumlah produk rencana 

umum penanaman modal 

yang digandakan 

Jumlah produk rencana 

umum penanaman 

modal yang digandakan 

Buku Perda rencana umum 

penanaman modal 

Kepala Seksi 

Perencanaan dan 

Promosi Penanaman 

Modal 

42. Jumlah brosur peta 

potensi peluang usaha 

Kabupaten yang 

digandakan 

Jumlah brosur peta 

potensi peluang usaha 

Kabupaten yang 

digandakan 

Brosur yang digandakan Kepala Seksi Data 

dan sistem Informasi 

Penanaman Modal 

43. Jumlah brosur peta 

potensi peluang usaha 

Kabupaten yang 

dioandakan 

Jumlah brosur peta 

potensi peluang usaha 

Kabupaten yang 

dioandakan 

Brosur yang digandakan Kepala Seksi Data 

dan sistem Informasi 

Penanaman Modal 

44. Jumlah Produk hukum 

digandakan, tentang 

kajian kebijakan dan 

oenvederhanaan orosedur 

perizinan penanaman 

modal 

Jumlah Produk hukum 

digandakan, tentang 

kajian kebijakan dan 

oenvederhanaan 

prosedur perizinan 

penanaman modal 

Produk hukum yang digandakan Kepaia Seksi 

Pengawasan 

Penanaman Modal 

45. Jumlah monitoring 

lapangan dalam rangka 

pengawasan yang 

dilakukan 

Jumlah monitorino 
W V 1 � Bl*^ I I I I I V I I I XX/ I 1 i 1 X4 

lapangan dalam rangka 

pengawasan yang 

dilakukan 

Turiap Keoala Seksi 

Pengawasan 

Penanaman Modal 

46. Jumiah pelaporan 

perizinan semesteran 

Jumlah pelaporan 

perizinan semesteran 

Pelaporan semesteran Kepala Seksi Data 

dan sistem Informasi 

Penanaman Modal 

47. Tersedianya paket 

aplikasi sistem pelayanan 

terpadu perizinan dan non 

perizinan 

Tersedianya paket 

aplikasi sistem 

pelayanan terpadu 

perizinan dan non 

perizinan 

Paket aplikasi Kepaia Seksi 

Pengaduan dan 

Informasi 

48. Jumlah peserta 

pemenuhan komitment 

per semester perizinan 

dan non perizinan 

Jumlah peserta 

pemenuhan komitment 

per semester perizinan 

dan non perizinan 

Pertemuan Kepala Seksi 

Perizinan J a s a Usaha 

49. Jumlah layanan konsultasi 

pengaduan masyarakat 

Jumlah layanan 

konsultasi pengaduan 

masyarakat 

Tatap muka pengaduan Kepala Seksi 

Pengaduan dan 

Informasi 

50. Jumlah Koordinasi dan 

sinkronisasi pemberian 

fasilitas daerah 

Jumlah Koordinasi dan 

sinkronisasi pemberian 

fasilitas daerah 

Konsultasi Kepala Seksi J a s a 

Tertentu 
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5 1 . Fasilitasi Tim Teknik 

pelayanan perizinan 

Fasilitasi Tim Teknik 

pelayanan perizinan 

Turun Lapangan Kepala Seksi 

Perizinan J a s a Usaha 

52. Jumlah pelaksanaan 

pelayanan perizinan per 

tahun 

Jumlah pelaksanaan 

pelayanan perizinan per 

tahun 

Operasional perizinan Kepala Seksi 

Perizinan J a s a Usaha 

53. Jumlah Penanganan 

kasus pengaduan 

perizinan 

Jumlah Penanganan 

kasus pengaduan 

perizinan 

Tatap muka pengaduan dengan 

klien 

Kepala Seksi 

Pengaduan dan 

Informasi 

54. Jumiah tenaga pelayanan 

perizainan mengikuti 

Bimtek 

Jumlah tenaga 

pelayanan perizainan 

mengikuti Bimtek 

Bimtek Pelayanan perizinan Kepala Seksi 

Perizinan J a s a 

Tertentu 

55. Jumlah peserta sosialisasi 

kajian peraturan perizinan 

dan non perizinan 

Jumlah peserta 

sosialisasi kajian 

peraturan perizinan dan 

non perizinan 

Sosial isasi Kepala Seksi 

Pengaduan dan 

Informasi 

56. Jumiah pelaksanaan dan 

penelitian lapangan terkait 

perizinan dan non 

perizinan 

Jumlah pelaksanaan 

dan penelitian lapangan 

terkait perizinan dan non 

perizinan 

Turun Lapangan (Turiap) Kepala Seksi 

Pengaduan dan 

Informasi 

57. Jumlah pelaksanaan dan 

penelitian lapangan terkait 

perizinan dan non 

Jumlah pelaksanaan 

dan penelitian lapangan 

terkait perizinan dan non 

\jG\]£.\tiaHl 

Turun Lapangan (Turiap) Kepaia Seksi 

Pengaduan dan 

Informasi 

58. Jumlah paket pengolah 

data pengelolaan data 

perizinan 

Jumlah paket pengolah 

data pengelolaan data 

perizinan 

1 paket perangkat pengolah data Kepala Seks i Data 

dan Sistem Informasi 

Penanaman Modai 

59. Jumlah lembar dokumen 

perizinan yang 

dikeluarkan 

Jumlah Jumlah lembar 

dokumen perizinan yang 

dikeluarkan 

Dokumen Kepala Seksi 

Perizinan J a s a Usaha 

60. Jumlah regulasi perizinan 

terpadu digandakan 

Jumlah regulasi 

perizinan terpadu 

digandakan 

Dokumen Kepala Seksi 

Pengaduan dan 

Informasi 

6 1 . Jumlah tenaga 

pemantauan pelaksanaan 

penanaman modal di 

lapangan 

Jumlah tenaga 

pemantauan 

pelaksanaan 

penanaman modal di 

lapangan 

Orang Kepala Seksi 

Pengawasan 

Penasnaman Modal 

62. Jumlah peserta Bimtek 

pelaksanaan penanaman 

modal 

Jumlah peserta Bimtek 

pelaksanaan 

penanaman modal 

Orang Kepala Seksi 

Pengawasan 

Penasnaman Modal 

63. Jumlah tenaga pengawas 

pelaksanaan penanaman 

modal di lapangan 

Jumiah tenaga 

pengawas pelaksanaan 

penanaman modal di 

lapangan 

Orang Kepala Seksi 

Pengawasan 

Penasnaman Modal 

64. Jumlah SDM yang 

mengikuti diklat penyajian 

dan pemanfaatan data 

dan informasi perizinan 

dan non perizinan 

berbasis elektronik 

Jumlah SDM yang 

mengikuti diklat 

penyajian dan 

pemanfaatan data dan 

informasi perizinan dan 

non perizinan berbasis 

Orang Kepala Seksi 

Pengaduan dan 

Informasi 

65. Jumlah belanja surat 

menyurat dan tenaga 

kontrak difasilitasi 

Jumlah belanja surat 

menyurat dan tenaga 

kontrak difasilitasi 

Bulan Kasubag. Umum dan 

Kepegawaian 

66. Jumlah jasa penunjang, 

jasa komunikasi dan listrik 

Jumlah jasa penunjang, 

j asa komunikasi dan 

listrik 

Bulan Kasubag. Umum dan 

Kepegawaian 

67. Jumlah belanja 

pengurusan STNK, pajak 

6 unit motor dan KIR 

Jumlah belanja 

pengurusan STNK, 

pajak 6 unit motor dan 

KIR 

Unit Kasubag. Umum dan 

Kepegawaian 
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68. Tersedianya j asa 

kebersihan 

Tersedianya jasa 

kebersihan 

Bulan Kasubag. Umum dan 

Kepegawaian 

69. Tersedianya j asa 

perbaikan peralatan kerja 

Tersedianya jasa 

perbaikan peralatan 

kerja 

Bulan Kasubag. Keuangan, 

Perencanaan dan 

Program 

70. Tersedianya A T K Tersedianya A T K Bulan Kasubag. Keuangan, 

Perencanaan dan 

Program 

7 1 . Ketersediaan document, 

blanko Izin dan Blankco 

NCR 

Ketersediaan document, 

blanko Izin dan Blankco 

NCR 

Bulan Kasubag. Keuangan, 

Perencanaan dan 

Program 

72. Jumlah Bohlamp/lampu, 

terminal colokan dan 

kabel roll 

Jumlah Bohlamp/lampu, 

terminal colokan dan 

kabel roll 

Bulan Kasubag. Umum dan 

Kepegawaian 

73. Tersedianya peralatan 

dan perlengkapan 

kebersihan kantor 

Tersedianya peralatan 

dan perlengkapan 

kebersihan kantor 

Bulan Kasubag. Umum dan 

Kepegawaian 

74. Tersedianya bahan 

makanan dan minuman 

dan makan minum rapat 

Tersedianya bahan 

makanan dan minuman 

dan makan minum rapat 

Bulan Kasubag. Keuangan, 

Perencanaan dan 

Program 

75. Terlaksananya pengiriman 

pegawai mengikuti/ 

memenuhi undangan 

serta konsultasi dan 

koordinasi tingkat provinsi, 

luar kabupaten dalam 

provinsi 

Terlaksananya 

pengiriman pegawai 

mengikuti/ memenuhi 

undangan serta 

konsultasi dan 

koordinasi tingkat 

provinsi, luar kabupaten 

dalam provinsi 

Bulan Kasubag. Keuangan, 

Perencanaan dan 

Program 

76. Terlaksananya survey 

lapangan dalam daerah 

Terlaksananya survey 

lapangan dalam daerah 

Bulan Kasubag. Keuangan, 

Perencanaan dan 

Program 

77. Pengadaan kendaraan 

dinas roda empat 

operasional 

Pengadaan kendaraan 

dinas roda empat 

operasional 

Unit Kendaraan roda empat Kasubag. Umum dan 

Kepegawaian 

78. Jumlah unit komputer 

pengadaan peralatan 

gedung kantor 

Jumlah unit komputer 

pengadaan peralatan 

gedung kantor 

Unit Komputer Kasubag. Umum dan 

Kepegawaian 

79. Jumlah meubelair 

pengadaan lemari arsip 

kantor 

Jumlah meubelair 

pengadaan lemari arsip 

kantor 

Lemari Arsip Kasubag. Umum dan 

Kepegawaian 

80. Jumlah pengadaan 

perlengkapan kantor 

Jumlah pengadaan 

perlengkapan kantor 

Set Kain Jendela kantor Kasubag. Umum dan 

Kepegawaian 

8 1 . Jumlah peralatan gedung 

kantor yang terpelihara 

Jumlah peralatan 

gedung kantor yang 

terpelihara 

Peralatan gedung kantor Kasubag. Umum dan 

Kepegawaian 

82. Jumiah paket kendaraan 

operasional roda 4 dan 

roda 2 yang terpelihara 

Jumlah paket kendaraan 

operasional roda 4 dan 

roda 2 yang terpelihara 

Pemeliharaan rutin kendaraan 

kantor 

Kasubag. Umum dan 

Kepegawaian 

83. Jumlah peralatan gedung 

kantor yang diservice 

Jumlah peralatan 

gedung kantor yang 

diservice 

Unit Kasubag. Keuangan, 

Perencanaan dan 

Program 

84. Jumlah pengadaan 

Pakaian Dinas A S N 

Jumlah pengadaan 

Pakaian Dinas A S N 

Set Pakaian Kasubag. Umum dan 

Kepegawaian 

85. Jumlah pengadaan 

Pakaian Kerja Lapangan 

Jumlah pengadaan 

Pakaian Kerja Lapangan 

Set Pakaian Kasubag. Umum dan 

Kepegawaian 
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86. Jumlah pengadaan 

Pakaian Khusus hari-hari 

tertentu 

Jumlah pengadaan 

Pakaian Khusus hari-

hari tertentu 

Set Pakaian Kasubag. Umum dan 

Kepegawaian 

87. Jumlah peserta sosialisasi 

peraturan perundang-

undangan 

Jumlah peserta 

sosialisasi peraturan 

perundang-undangan 

Orang Kasubag. Keuangan, 

Perencanaan dan 

Program 

88. Jumlah A S N peserta 

Bimtek implementasi 

peraturan perundang-

undangan dan memiliki 

kualitas sesuai standar 
n A l x \ # x n x n 

peiayanan 

Jumlah A S N peserta 

Bimtek implementasi 

peraturan perundang-

undangan dan memiliki 

kualitas sesuai standar 
i w A l x \ # 4 n . x i w 

peiayanan 

Orang Kasubag. Keuangan, 

Perencanaan dan 

Program 

89. Tersusunnya LAK IP 

S K P D 

Tersusunnya LAKIP 

S K P D 

Dokumen Kasubag. Keuangan, 

Perencanaan dan 

Program 

90. Tersusunnya jumlah 

Dokumen lap.Keu 

semesteran S K P D 

Tersusunnya jumlah 

Dokumen lap.Keu 

semesteran S K P D 

Dokumen Kasubag. Kauangan, 

Perencanaan dan 

Program 
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BAB VI i I 

PENUTUP 

Renstra Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kabupaten Jayawijaya yang telah tersusun ini menjadi pedoman dalam penyusunan 

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Kabupaten Jayawijaya setiap tahunnya dan dalam melaksanakan 

pembangunan daerah sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing. 

Meskipun demikian, Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayawijaya menyadari masih terdapat kekurangan dan 

keiemahan dalam penyusunan Renstra ini. Oleh karena itu, kami mengharapkan 

masukan saran dan usulan untuk penyempurnaan, agar dapat mendukung 

pencapaian Visi Kabupaten Jayawijaya yaitu: "Terwujudnya Masyarakat Jayawijaya 

Yang Sejahtera Mandiri Secara Ekonomi, Berkualitas dan Berbudaya," dengan tepat 

sasaran dan tepat waktu. 

Keberhasilan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan prog ram/keg lata n 

bergantung pada tingkat koordinasi dari seluruh elemen terkait, yang implementatif 

dalam pelaksanaan tugas dalam fungsi sesuai dengan bidangnya masing-masing. 

Demikian Rencana Strategi Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayawijaya ini disusun. Semoga 

pelaksanaan tugas dan fungsi dapat memperkuat terhadap pencapaian Visi 

Pemerintah Kabupaten Jayawijaya periode 2018-2023. 

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, KOPERASI 

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

D M ^ R E L J : E W L J P U R I N G , MM. 
M^^MBINA-UTAMA MUDA 
NIP. 19680622 199403 1 007 
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